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Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nornor 113 Tahun 2014 tentari.g Pengelolaan 
Keuangan Desa, menyebutkan · bahwa · ketentuan lebih 

· lanjut rnengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalarn 
~ : 

Peraturan Bupati; 
b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 . Tahun 1959 tentang 
Pernbentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun _2003 tentang Keuangan 
\ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun · 2.004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia "Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara -·Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun '2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia· Nomor 

~' 5495); 
-r 
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6. Undang-Undang Nomor .: 2:3 Tahun 2014 tentang , 
Pernerintahan · Daerah · .. (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ~O 14 Nomor 244, Tambahan. Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor:5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201.4 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015: Nomor 157, Tambahan 
Lembaran t:iegara Republik Indonesia Nomor 5717); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ' tentang 
Perubahan Kedua .Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari · 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun ·2016 Nomor · 88, 

. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5694); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam _Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

I 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan. qi Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2~93); 

13. Peraturan •Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

t Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); • 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan . . . 
Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017; 

15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 
2016 ten tang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan ?an Evaluasi Dana Desa; 

... 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. 
4. Camat adalah P.erangkat Daerah sebagai fungsi 

· koordinator pelaksanaan seluruh tugas Pemerintahan, · 
Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah 
Kecamatan. . 

5-. Desa adalah Desa dari besa Adat atau yang disebut 
dengarr, nama lain, selanjutnya ' disebut .' Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal-usul 
dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

· Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
peny.elenggara Pemerin tahan Desa. 

7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, 
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi ss, ... •, 

\, 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN: DESA , 

MEMUTUSKAN : ! . 
I 

r' ., 

16.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 
Tahu1: 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Tahun 2007 Nomor 16); 

1 7. Pera tu ran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 
11 Tahun 2010 tentang 'Pajak, Mineral Bukan Logarn dan 
Batuan; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 
16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran .. 
2017; 

19.Peraturan Bupati .Bolaang Mongondow Nomor 58 Tahun 
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 
2017. 



9. 

8. 

dalam penyelenggaraan Pernerintahan Desa sebagai unsur 
penyelenggara. 
Angaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Desa yang ditetapkarr denga.n Peraturan Desa. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 6 (enam) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP 
Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa selama 1 (satu) Tahun. 

11. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat 
RPD adalah dokumen perencanaan penggunaan alokasi. 
dana desa selama 1 (satu) Tahun Anggaran, 

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban. 

13. Dana Desa adalah- dana yang' bersumber dari Anggaran 
Pendapata.n dan Belanja ,N~gara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah . Kabupaten .dan digunakan untuk 
mem biayai penyelengaraan pemeri n tahan, pelaksa.I1aan 
pembangunan, .pembinaan . kemasyarakatan dan 
pember.dayaan masyarakat.. 

14. Alokasi DanaDesa yang selanjutnya disebut ADD adalah 
Dana Perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah · setelah dikurangi Dana 
Alokasi' Khusus. 

15. Pajak Daerah adalah iuran · wajib yang dilakukan oleh 
orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang· dapat dipaksakan · 
berdasarkan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku, 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah; 

16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

· atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentin~an orang pribadi atau Badan; 

17. Kelompok · transfer adalah dana yang bersurriber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau 
Kuasa .: Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah Sangadi yang karenajabatanya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
_keuangan Desa. ' 

19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan -Desa yang 
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa 

•. 

ii· 
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31. 

30. 

29. 

28. 

27. 

26. 

25. 

24. 

23. 

22. 

yang membantu Sangadi · untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa. 
Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator 
pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. 
Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan 
dengan bidangnya. 
Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang 
membidangi urusan administrasi keuangan untuk 
menatausahakan keuangan Desa . • 
Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK 
adalah Tim dari unsur Perangkat Desa dan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas melaksanakan 
pengadaan Barang/Jasa. 
Pemeriksa Barang adalah unsur Perangkat Desa yang 
bertugas memeriksa setiap pembelian barang. 
Rukun Warga yang selanjunya disingkat RW adalah 
bagian dari kerja kepala desa dan merupakan lembaga 
yang dibentuk melalui · musyawarah pengurus Rukun 
Tetangga di wilayah kerjanya, 
Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah 
lernbaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat 
setempat dalam . rangka · pelayanan · pemerintahan, 

I f 

pembangunan, dan kemasyarakatan; 
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya 
disingkat KP.M;D adalah Warga Desa terpilih yang 
membantu Desa dalam melaksanakan pembanguna? dan 
pemberdayaan masyarakat Desa .. 
Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara 
yang ditentukan oleh Menter! selaku Bendahara Umum 
Negara untuk · menarnpung ' seluruh penerimaan Negara 
dan mernbayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank 

. I 
Sentral. 
Rekening Kas Umum Daerah ya,ng selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyirnpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh .pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 
Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, 
adalah , Sadan Usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari . kekayaan Desa yang . 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. 
Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah 
rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang 

.menampung seluruh pengeluaran desa pada Bank yang 
ditetapkari. 

21. 

. 20. 

J 
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(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan.. akuntabel, 
partispatif serta dilakukan dengan tertib anggaran. 

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikelola dalam masa ·. 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

. 
AZAS PENGELOLAAN KEU~GAN DESA 

· Pasal '2 . 

BAB II 

32. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang 
. akan diterima oleh setiap · Desa, dihitung dengan cara · 
mem bagi be saran terten tu dari anggaran .Dana Desa 
dengan.jumlah Desa secara nasional, · 

33. Penerimaan Desa adalah Liang yang berasal dari seluruh 
pendapatan desa yang masuk · ke APBDesa melalui 
rekening kas Desa. 

34. Pengeluaran Desa -adalah uang yang dikeluarkan dari 
APBDes melalui rekening kas Desa. 

35. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 
Pendapatan Desa dengan Belanja Desa. · 

36. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan 
Desa dengan Belanja Desa. 

37. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan · pengeluaran Anggaran selama satu periode 
Anggaran. 

38. lndeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat 
IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat 
kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar 
daerah. 
Indeks Kesulitan Gedgrafis Desa, yang selanjutnya 
disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan 
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan 
Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah 
yang diterima oleh Sangadi dan Perangkat Desa . 
Belanja Desa adalah uang yang keluar dari. kas desa yang 
tidak bisa ditarik kembali. 
Pernbiayaan desa adalah semua penerimaan yang. perlu 
dibayar kernbali dan/atau pen:geluaran yang akan 
diterima kembalii. baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan rnaupun pada tahun-tahun anggaran . ' berikutnya. . . 

43. Peraturan Desa adalah ~ peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

i 
39. 

\. 

40. 
.a; 
e 41. 

42. 

.~ 

..,. 
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. 
(1) Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

( 1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan 
bidarignya. 

(2) Kepala Seksi/Kepala Urusari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas : 
a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

Pasal6 

Pasal 5 
(1) Sek'retaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 

bertindak selaku koordinator pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 
.Desa. • t 

(2) Sekretaris Desa selaku Koordinator' Pelaksana Teknis Pengelolaan 
Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai tugas: 
a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 
b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan 

APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; 
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam APBDesa; 
d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 

dan 
e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan ' dan 

· pengeluaran ,APBDesa. 

Pasal 4 

( 1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur 
Perangkat Desa, terdiri dari : : ' 
a. Sekretaris Desa; 
b. Kepala Seksi/Kepala Urusan; dan 
c. Bendahara. 

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada · ayat (1). ditetapkan dengan 
Keputusan Sangadi. 

(3) KPMD sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan biaya 
operasional berdasarkan kinerja. 

Pasal3 

( 1) Sangadi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 
sebagaimana pada ayat (1), mempunyai kewenangan: 
a. Menetapkan kebijakan · ten tang pelaksanaan APBDesa; 
b. Menetapkan PTPKD; 
c. Menetapkan TPK; 
d. Menetapkan Pemeriksa Barang; 
e. Menetapkan KPMD; . 
f. Menetapkan petugas yang melakukan pemungu tan penerimaan desa; 
g. Menyetujui · pengeluaran atas' kegiatan yang ditetapkan dalam 

APBDesa; dan . . . 
h. Melakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDesa; : . . 
(3) Sangadi dalam melaksanakan pengelolaan keuarigan desa, dibantu oleh 

PTPKD. 

BAB III 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

.- 
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Pasal9 

( 1) Pertyaluran Dana Desa' dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari 
RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari 

,RK\JD•ke RKD .. 
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan 
sebagai berikut: · · 
a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh pet seratus); dan 
b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus). 

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua 
bulan yang bersangkutan. · 

( 4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD' ke RKD dilakukan paling lam bat 7 
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

. 
Mekanisme dan Tahap Penyaluran 

Bagian Kesatu 

BAB IV 

PENYALURAN 

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberi insentif 
dengan pernbagian sebagai berikut: 
a. Koordinator maksimal Rp. 250.000 (dua ratus.lima puluh ribu rupiah) 

per bulan; · . · · · 
b. Pelaksana Teknis maksimal Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per 

bulan; dan · 
c. Bendahara Desa maksimal Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu 

rupiah) per bulan, . 
(2) lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari 30 % (tiga 

puluh perseratus) dari Belanja operasional Penyelenggaraan 
Pemerin taha:n Desa. 

PasalB 

Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama · Lembaga Keinasyarakatan 
Desa yang telah ditetapkan di, dalam APBDe~a; 
Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 
anggaran belanja kegiatan; 
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Sangadi; 
dan 
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 
kegiatan. · · 

Pasal 7 

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat · 
oleh 'staf pada Urusan Keuangan. · 

(2) Dalam hal Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
diimplementasikan, maka bendahara ditetapkan oleh Sangadi melalui 
Musyawarah Desa. 

(3) Bendahara sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
menerirna, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkah penerimaan pendapatan desa dan 
pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

•' b. 

" c. 

d. 
e. 

f. 

·' 
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(3) 

(2) 

Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat (3) huruf a, menunjukkan minimal Dana Desa, ADD dan Dana Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I telah digunakan sebesar 50% 
(lima puluh per seratus), 
Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Dana; Desa, ADD dan Dana 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli. 
Laporan penggunaan Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud pa~a ayat (3) adalah 
laporan penggunaan Dana Desa semester I. 

( 1) 

Pasal 11 

(7) Sangadi wajib memasukan seluruh salinan dokumen yang dievaluasi dan 
diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan di Kantor camat. 

Maret. 

(6) 

(5) 

(4) 

b. Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa; dan 
c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan ADD tahun anggaran 

sebelumnya. 
(3) Penyaluran Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Basil Pajak dan Retribusi 

Daerah dari RKUD ke RKD Tahap II dilakukan setelah : 
a. Sangadi menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan 

ADD Tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa serta ternbusannya disampaikan kepada Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; · · 

b. Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa; dan 
c. Surat Keterangan Camat yang menjelaskan bahwa seluruh dokumen 

pertanggungjawaban telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat 
Kecamatan. 

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) huruf b dan ayat (3) 
huruf b dikeluarkan, setelah mendapatkan laporan hasil pemeriksaan 
dari Inspektorat. 
Contoh Surat Keterangan Evaluasi .Camat dan Surat Keterangan Camat 

j I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b 
terlampir. 
Sangadi menyampaikan peraturan Desa tentang APBDes dan laporan 
realisasi kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan 

( 1) Penyaluran Dana Desa,. ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah dari RKUD ke RKD dilaksanakan qleh Bupati, 

(2) Penyaluran Dana Desa, ADD dan Daria' Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah dari RKUDke RKD Tahap I dilakukan setelah : .. 
a. Surat Keterangan hasil evaluasi · Camat tentang Peraturan Desa 

, I 

tentang APBDesa; 

Pasal 10 

Penyaluran Dana' Desa, ADD dan Dana,Bagi Hasil 'Pajak dan Retribusi 
Daerah dari RKU'D ke RKD 

Bagian Kedua 
I ' 



10 ./)- 

. l. ,, 

Prioritas. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) 
digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup 

. I 

Pasal 15 

Bagian Kesatu 
Bldang Pembangunari Desa 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program 
dan 'kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. · 

(2) Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
digunakan untuk kegiatan sebagai berikut: 
a. Penyelenggaraan Pemeriritahan Desa, 
b. Penyelenggaran Pembangunan Desa, 
c. Pembinaan Kemasyarakatan, dan · · 
d. Pemberdayaari Masyarakat; 

(3) Prioritas penggunaaan Dana Desa, ADD dan· Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik 
atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. 

Pasal 1.4 

BABV 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, ADD DAN DANA BAGI HASIL 

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

. . 
( 1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran · dan konsolidasi 

penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri Keuangan Cq. 
Direktur Jenderal Perimbangan. Keuangan dengan tembusan kepada 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi dan Gubernur Sulawesi Utara. 

(2) Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran dart Konsolidasi penggunaan 
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling lam bat 
minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. 

(3) Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi penggunaan Dana Desa 
Sebagaimana dimaksud pada .ayat ( 1)' menjadi · syarat penyaluran Dana 
Desa dari RKUN ke RKVD Tahap I tahun anggaran berikutnya. · 

( 1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa, ADD dan Dana Bagi .Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD dilakukan, sesuai dengan ketentuan 

. j . • 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Dalam hal terdapat Desa terpencil yang. belum terjangkau dengan 

layanan perbankan, Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai 
penarikan Dana Desa, ADD dan Dana Bagi ·Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah dari RKD .melalui Peraturan Bupati. 

Pasal 12. 

.r 

Pasal 13 



ll 

Desa dalam perencanaan program 'dan kegiatan ,pembangunan Desa yang 
dibiayai Dana Desa, dapat mempertim bangkan tipologi Desa berdasarkan 
tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi : · 
a. Desa Tertinggal dan/ atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan 

pembangunan Desa pada : . 
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana dasar: dan 
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana 

ekonomi. serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang 
diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi 
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 
satu Desa satu produk unggulan. 

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi 

serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran 
untuk mendukung . penguatan usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi . . 
lainnya yang . difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan; dan 

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana 
prasarana sosial dasar· dan lingkungan yang diarahkan pada upaya 

Pasal 16 

I 

manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan 
Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan 
Pembangunari Desa, yangmeliputi antara lain. : 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan. pemeliharaan sarana 

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan : 
1. Lingkungan Pemukiman; 
2. Transportasi; 
3. Energi; dan 
4. Informasi dan Komunikasi. 

b. Pengadaan, pembangunah, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan : 
1-. Kesehatan Masyarakat: dan 
2. Pendidikan dan Kebudayaan. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan perneliharaan sarana 
prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonorni Desa yang 
meliputi: · 
1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; 
2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada 

kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek 
produksi, distribusi dan pemasaran;, dan 

3. Usaha ekonomi · berskala produktif lainnya yang difokuskan, pada 
kebijakan satu Desa satu produk unggulan · yang meliputi aspek 
produksi, distribusi dan pemasaran. ' 

d. Pengadaan, pembangunan, pengernbangan dan .perneliharaan sarana 
prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: ' 
1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 
2. Penanganan bencana alam; 
3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan . 
4. Pelestarian lingkungan hidup. · 

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan 
dalam Musyawarah Desa. 

.., 
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Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pernberdayaan masyarakat 
Desa yang dibiayai dari Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa 
berdasarkan tingkat perkernbangan kemajuan Desa, yang meliputi: 
a. Desa Tertinggal dan/ a tau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa 
yang meliputi: 

Pasal 18 

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang 
.Pemberdayaars Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa' dengan mendayagunakan potensi 
dan sumberdayanya sendiri, sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara 
mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang · . diprioritaskan 
meliputi antara lain : 
a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; 
b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa; 

. c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 
d. Pengembangan sistem· informasi Desa; 
e. Dukungan pengelolaan kegiatan · .. pelayanan sosial dasar di bidang 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaar.. perempuan dan anak, serta 
pemberdayaan masyarakat · marginal dan anggota masyarakat Desa 
penyandang disabilitas; , • ' 

f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; 
g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana 

alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; 
h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang 

dikelola oleh BUMDesa dan/ a tau BUMDesa Bersama; 
1. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi 

dan/atau lembaga ekonomi rnasyarakat Desa lainnya; 
J. Pengembangan kerjasama an tar Desa dan, •kerjasama Desa dengan pihak 

ketiga · dan · · · · · ' . 
k. Bidang kegiatan pemberdayaari masyarakat Desa lainnya · yang sesuai 

dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 
' ~ I ' 

Pasal 17 

Bagian Kedua 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa ·terhadap pelayanan. 
sosial dasar dan lingkungan. 

c. Desa Maju dan/ataµ Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan 
pem bangu nan pad a : 
1. Pernbangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi 

serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran 
untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian 
berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha 
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu · Desa satu 
produk unggulan; dan 

2. Pernbangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana 
prasarana · sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya 
mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa 
terhadap·pelayanan sosial dasar dan lingkungan. 

.J 
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1. Pembentukan usaha ~konomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa. 
Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui 
pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran 
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi 
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan; dan 

2. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi 
masyarakat Desa. 

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonorni Desayang meliputi: 
1. Penguatan usaha ekonomi . warga/kelompokdan BUMDesa/BUMDesa 

Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, 
distribusi dan pemasaran bagi.: usaha ekonomi pertanian berskala · 
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi 
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu .Desa satu 'produk 
unggulan; . 

2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga · kerja terampil dan 
pembentukan wirausahawan di Desa; dan 

c. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi 
Desa yang meliputi: 
1. Perluasan/ ekspansi usaha ekonomi : warga/kelompok. ' · dan 

BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberiari akses modal, 
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonorni 
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, 
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa 
satu produk unggulan; · 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa; 
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenagakerja ahli di Desa 
4. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

bagi masyarakat Desa; 
d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang 

maupun Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan 
.Jaring Korrranitas Wfra Desa yang meliputi : 
1. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan .dan anak, serta 
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat besa 
penyandang disabilitas; 

2. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup; 
3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alarn, . penanganan 

bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; 
4. Pengernbangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam 

mengelola Dana Desa secara transparan dan akunta.bel; dan . 
5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa 

yang demokratis dan berkeadilan sosial. 
e. Desa Tertinggal dan/ atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang 

maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan 
pemberdayaan mas'yarakat Desa untuk merintis dan · mengembangkan 
Lingkar Budaya Desa yang melipu ti : ~ 
1. Membentuk dan mengernbangkan budaya hukum serta menegakkan 

peraturan hukum di Desa; · · 
2. Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk 

mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dim komunikatif; dan 
3. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa. . . 

J 

.. 



Pasal 22 

( 1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa 
untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa 
menggunakan data lndeks Desa Membangun (IDM) .. 

(2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Mernbangun sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1) harus diinformasikan secara terbuka oleh 
Pemerintah Kabupaten/ Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan 
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

(3) Lampiran tentang Pedoman Umum Rencana Prioritas Periggunaan Dana 
Desa Tahun 2017 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam 
~ampiran il dan I1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

•. 

Pas.al 21 

(1) Penggunaan Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah untuk prioritas bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa, 
Pembangunan Desa, Pernbinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, menjadi prioritas kegiatan, Anggaran dan l3elanja Desa 
yang disepakati .dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. 

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa 
dan APBDesa. 

(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil 
Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam penyusunan Rencana · 
Kerja Pemerintah Desa. 

(4) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu 
indikatif Dana Desa, ~DD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Peinerintah Desa 
sebagaimana dirnaksuddalam ayat (3). 

(5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan 
Desa. 

Pasal20 

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, ADD dan Dana Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah ' bagian dari perencanaan 
pembangunan Desa. 

Pasal 19 

· BAB v1· . I 

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS 
PENGGUNAAN DANA DESA, ADD DAN DANA BAGI HASIL PAJAK 

DAN RETRIBUSI DAERAH 

14 

Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas 
masyarakat dilaksanakan oleh TPK. 

(2) Jumlah personil TPK disesuaikan dengan kegiatan pernbangunan sarana 
prasarana dan peningkatan kapasitas masyarakat yang ditetapkan dalam 
APBD.esa. , 

(3) TPK sebagaimana dimaksud pada ay.at (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Sangadi melalui hasil Musyawarah Desa. ' 

~·· 

( 1) 
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(1) APSDesa, terdiri atas: 
a. Pendapatan Desa; 
b. Belanja Desa; dan 
c. Pembiayaan Desa. 

(2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RKP Desa tahunan 
yang . telah ditetapkan melalui rnekanisme musyawarah desa dan 
merupakan penjabaran dari RPJMDesa. 

(3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diklasifikasikan meriurut kelompok dan jenis. 

(4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. 

(5) Pembiayaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

Pasal 24 

APBDesa · 

BAB VI 

Dalam melaksanakan tugasnya, TPK diberi operasional paling banyak 3% (tiga 
per seratus) dari total biaya · pelaksanaa:n pembangunan per paket kegiatan 
sarana prasarana dan peningkatan kapasitas, sesuai dengan sumber daya di 
Desa. · · 

Pasal 23 i 

(4) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur LPM dan 
perangkat desa yang tidak termasuk dalam PTPKD r , 

(5) TPK dalam melaksanakan Pernbangunarl Desa bertugas : 
a. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa di 

Desa pada tempat-ternpat strategis;' · 
b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan · data 

harga pasar seternpat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut 
dengan rnemperhitungkan tarif angkut, pengambilan atas barang/jasa 
yang akan diadakan; · , 

c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa; 
d. Khusus pekerjaan Konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja 

sederhana/ sketsa; 
e. Menetapkan penyedia Bararig/jasa; 
f. Membuat rancangan Surat" Perjanjian 
g. Menandatangani Surat Perjanjian; 
h. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumenpengadaan 

Barang/ J asa; · 
1. Mengelola dan melaksanakan kegiatan · pembangunan sarana 

prasarana dan peningkatan kapasitas secara transparan dan 
melibatkan masyarakat .sesuai bidang tugas yang dilaksanakan; 

J. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam rnusyawarah desa 
sesuai tahapan 'pencairan yang diselenggarkan oleh Sadan 
Permusyawaratan Desa; 

k. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil 
pengadaan Sarang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Serita 
Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan; dan 

l. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset kegiatan sarana 
prasarana dan peningkatan kapasitas. 

.•. 
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(1) Kelompok Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 
ayat (2) huruf Q, terdiri atas jenis : · · 
a. Dana Desa; 
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah; 
c. Alokasi Dana Desa (AD,D); · 
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;dan 
e. Bantuan Keuangan ·APBD Kabupaten . 

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1·) huruf d dan e, dapat bersifat um urn dan khusus. 

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana ,d.imaksud pada ayat (2) 
dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus] dan paling 
banyak 30% [tiga puluh perseratus). 

(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis : 
a. Hibah -= sumbangan dari pihak' ketiga yang tidak mengikat; dan 

Pasal 26 

(5) 
lain hasil Bumdes dan Tanah Kas Desa. 
Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat .(3) huruf b, antara lain 
tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. 
Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c, adalah membangun dengan. kekuatan sendiri yang 
melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang 
dinilai dengan uang. ' 

(7) Lain-lain Pendapatan. Asli Desa sebagaimana .Pada ayat (3) huruf d, · 
antara lain hasil pungutan desa berdasarkan Produk Hukum Desa. 

(6) .. 

(4) 

. 
b. Hasil Aset; ·· · , 
c. Swadaya, partisipasi dan Go~ong royong; dan 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa. 
Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara 

atasjenis: 
a. Hasil Usaha; 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana diroaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf 
a, meliputi sernua penerimaan uang melalui rekening desa yang 
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 
dibayar kembali oleh desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1), terdiri 
atas kelompok: ' · 
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); 
b. Pendapatan Transfer; dan : 
c. Pendapatan lain-lain. 

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri 

Pasal 25 

Bagian Kesatu 

Pendapatan 

.. 

J 



/. a- . 

( 1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat ( 1) yang 
ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan: 
a. Paling banyak 30°/o (tiga · puluh perseratus) dari jurnlah Anggaran 

Belanja Desa digunakan untuk : . 
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
2. Penghasilan tetap serta tunjangan Sangadi dan perangkat 

Desa; 
3. Operasional Pemerintah Desa; 

Pasal 30 

. . 
(3) Kegiatan sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja: 

a. Pegawai; . · 
b. Barang dan J asa; dan 
c. Modal. 

(1) Klasifikasi belanja Desa _sebagaimana dimaksud dalarn. Pasal 24 ayat (1) 
huruf b, terdiri atas kelompok : 
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; , '. 
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;. 
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; · 
d. Pemberdayaan Masyarakat; dan 
e. Belanja tak terduga .. 

(2) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibagi dalam 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam 
RKPDesa. 

Pasal 29· 

· (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, 
meliputi semua pengeluaran dari rekeni.ng desa yang merupakan 
kewajiban desa -dalarn 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh desa .. 

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam 
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 

Pasal 28 

Bagian Kedua 
Belanja Desa 

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ·26 ayat (4) huruf a adalah pemberian 
berupa uang dari pihak ketiga. 

(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
26 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama 
.dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa . • 

. .I 
Pasal 27 

b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
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' . 
(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) 

huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian Zpengadaan barang 
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 
lain: 
a. Alat Tulis Kantor; 
b, Benda Pos; 
c. Bahan/Material; 
d. Pemeliharaan; 
e. Cetak/Penggandaan; 
f. Sewa Kan tor Desa; . 
g. Sewa Perlengkapandan Peralatan Kantor; 

Pasal 32 ', 
,· I 

( 1) Jenis Belanja · Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) 
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan 
tunjangan bagi Sangadi dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 
kelompok penyelenggaraan Pernerintahan Desa, kegiatan pembayaran 
penghasilan tetap dan tunjangan. 

(3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaanya • • dibayarkan setiap bulan. 
(4) Besaran \ penghasilan tetap bagi Sangadi · dan Perangkat Desa 

"sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
(5) Dalam hal menerima penghasilan, Sangadi terpilih maupun yang 

diangkat sebagai Penjabat Sangadi, dan perangkat desa yang berstatus 
sebagai Aparatur Sipil Negara harus memilih salah satu penghasilannya. 

(6) Sangadi terpilih maupun yang diangkat sebagai Penjabat Sangadi, berhak 
mendapatkan Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana diatur 
dalam pada Pasal 30 huruf a. 

(7) Tunjangan penghasilan Sangadi dan Perangkat Desa serta Tunjangan 
Purn~ Bakti Aparatur Pemerintah Desa bersumber dari hasil Pendapatan 
Asli Desa dan Kekayaan Desa, tidak masuk dalarn ketentuan penggunaan 
paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBDes. 

' (8) Tunjangan BPD sebagaimaria dimaksud pada ayat (1). :ctiterima d.engan 
pembagian sebagai berikut : . · ' 
a. Tunjangan Ketua BPD mak.simal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) 

per bulan; dan 
b. Tunjangan Waki1 Ketua dan Anggota BPD maksimal Rp. 200.000 (dua 

ratus ribu rupiah) per bulan. 

Pasal,31 

. I 

4. Tunjangan dan operasional BPD; dan 
5. Insentif RT dan.RW. 

b. Paling sedikit 70o/<? (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran 
Belanja Desa digunakan untuk membiayai: 
1. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 
2. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan 
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
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. 
.. (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, 

digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pernbelian Zpengadaan 

Pasal 34 

Jasa. . . 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Biaya Pernerintah Kabupaten 

dan Standar Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada a,.yat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

( 1) Untuk tertibnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka 
' ' penganggaran dan pembiayaan pengeluaran desa berpedoman pada 

Standar Biaya Pemerintah Kabupaten dan 'Standar Biaya Barang dan . . 

Pasal ;33 

(9) 

' Warga sebagaimana dimaksud pada 
Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) 

. (8) 

(7) 

(4) 

(3) 

h. Makanan dan Min uman Rapat; 
1. Pakaian Dinas dan Atributnya; 
J. Perjalanan Dinas; 
k. Upah Kerja; 
1. Honorarium Narasurnber /Tenaga Ahli; 
m. Operasional Pemerintah Desa; · · 
n. Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 
o. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan : 
p. Pemberian barang pada masyarakat /kelompok masyarakat. 
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 'j adalah 
Perjalanan Dinas dalam jabatan yang dilakukan oleh Sangadi, Sekretaris 
Desa, Aparatur Desa dan BPD yang tertata dalam bidang 
penyelenggaraan pemerintahan melalui Alokasi Dana Desa. 
Khusus Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Provinsi sebagaimana 
dimaksud ayat (3) untuk Bimbingan Teknis dan Kaji Banding, bagi 
Sangadi, Sekretaris, 'Aparatur- Desa dan BPD dilaksanakan secara 
terorganisir oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

(5) Uraian lebih lanjut mengenai besaran biaya Perjalanan Dinas dan biaya 
uang harian serta kontribusi peserta mengikuti Bimbingan Teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam .Lampiran III yang 

I 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(6) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf o, adalah bantuan uang .untuk operasional Lembaga RT 
dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta 
pemberdayaan masyarakat. 
Honorarium narasumber dan/ atau tenaga profesional yang memiliki 
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1, diberikan 
unt'uk setiap orang per' jam maksimal Rp .. 750.000 (tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
-Insentif Rukun ·T~tangga/Rukun 
ayat (6) diberikan paling banyak 
setiap bulan. 
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok ,masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf p, dilakukan untuk menunjang 
pelaksanaan kegiatan. 

; 
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(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ·ayat (1) huruf 
c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok: 
a. Penerimaan Pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan. 

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, 
mencakup : 
·a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; 
b. Pencairan Dana Cadangan; dan 
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain 
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan 
belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 

(5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan 
pembiayaan yang· digunakan untuk :' , 
a .. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari 

pada realisasi belanja; 

l • 

I 

Pasal 36 

( 1) Dalam Keadaan Darurat dan/ a tau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah 
Desa dapat melakukan belanja yangbelum tersedia anggarannya. 

(2) Keadaan Darurat darr/atau KLB sebagaimana dimaksud pada' ayat (1) 
merupakan keadaan yang sifat tidak biasa atau tidak diharapkan . 
berulang dan/atau mehdesak. · 

(3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud ayat ( 1). yaitu antara. lain 
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. 

(4) Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (l:) karena KLB/ wabah. 
(5) Keadaan Darurat dan Luar Biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati, 
(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dianggarkan dalam belanja tidak terduga, 
' . 

Pasal 35 

barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) 
bulan. 

• (2) Pembelian Zpengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan 
desa. 

(3) Pembelianj'pengadaan. barang sebagaimana ayat (2) terlebih dahulu 
diperiksa oleh pemeriksa barang. 

(4) Pemeriksa barang berasal dari unsur perangkat desa terdiri dari 1 (satu) 
orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. 

(5) Pemeriksa barang sebagaimana · dimaksud .Pada ayat (4) diberi · 
honorarium maksimal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), per bulan. 

(6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan sebesar 
30% (tiga puluh perseratus) dari Belanja Operasional Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa. 



21 
/. 

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peratuaran Desa tentang APBDesa 
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. · • • 

Pasal 38 

Perencanaan 

Bagian Kesatu 

BAB VIII 

PENGELOLAAN APBDesa 

( 1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 36 ayat (2) 
huruf b, terdiri dari : 
a. Pembentukan DanaCadangan; dan 
b. Penyertaan Modal Desa. 

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk Daria Cadangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat. (1) huruf a, untuk mendanai kegiatan yang 
penyediaan dananya :tidak dapat sekaligus /sepenuhrrya dibebankan 
dalam satu tahun anggaran. 

(3) Pembentukan Dana Cadangan. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa sebagairriana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 
memuat: 
a. Penetapan Tujuan Pernbentukan Dana Cadangan; 
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dad Dana Cadangan; 
c. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus 

I 

dianggarkan; 
d. Sumber Dana Cadangan; dan 
e. Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan. 

(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan yang penggunaannya 
telah ditentukan sec~ra khusus berdasarkan .peraturan perundang­ 
undangan. 

(6) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri. 

(7) Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan 
Sangadi. 

Pasal 37 

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan . 
c. Mendanai ·. kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan. 
(6) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 

digunakan untuk menganggarkan pencaiaran Dana Cadangan dari 
Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran 
berkenaan. : ' 

(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipiaahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan 
kekayaan desa yang dipisahkan.i · 

•, 



i, 

Pasal 41 

( 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalarn rarigka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening Giro. 
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Bagian Kedua 

Pelaksanaan 

. (l) Apabila basil evaluasi' tidak ditindaklanjuti oleh Sangadi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan Sangadi tetap menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa rrienjadi Peraturan Desa, 
Camat menyarnpaikan usulan pembatalan Peraturan . Desa kepada 
Bupati. 

(2) Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati. 
(3) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBDesa tahun anggaran 
sebelumnya. 

(4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sangadi 
hanya dapat melak.ukan pengeluaran · terhadap operasional 
penyelenggaraan Pernerintah Desa. . . 

(5) Sangadi memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 
(tujuh) .hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan selanjutnya Sangadi bersama BPD mencabut peraturan desa 
dimaksud. 

Pasal 40 

(4) 

(3) 

(2) 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDe~a yang · telah disepakati 
bersama sebagairnana dimaksud dalarri Pasal ·33 ayat (3) disampaikan 
oleh Sangadi Kepada Bupati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 
Bupati melalui Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APJ,3Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling lama ·20 (dua puluh) hari 
kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 
Dalam hal Bupati melalui Camat tidak memb~rikan hasil evaluasi dalam 
batas waktu sebagaimana dimaksud pa~a ayat (2) Peraturan Desa 
tersebut berlaku dengan sendirinya, · . . . 
Dalam hal Bupati melalui Camat meriyatakan. hasil evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan 
umum. dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Sangadi 
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya hasif evaluasi. 

(1) 

Pasal39 

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa kepada Sangadi. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa' sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan oleh Sangadi kepada Badan Permusyawaratan 
Desa untuk dibahas dan disepakti bersama. 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang. APBDesa disepakati bersama 
sebagaimana pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 
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(1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat ( 1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) kepada Sangadi. .. 

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak boleh dilakukan sebelum b~rang dan/atau jasa diterima. 

Pasal 44 

• ( 1) Pelaksana kegiatan mengajukan perrnintaan pendanaan untuk 
melaksanakan kegiatan harus disertai- : dengan dokumen Rencana 
Anggaran Biaya. . . 

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada . ayat (1) di 
verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Sangadi. . · 

(3) Desa yang merencanakan kegiatan infrastruktur di Iokasi yang sangat 
sulit dijangkau, dapat menambahkan upah angkutan sesuai survey 
lokasi. -, 

(4) Desa yang akses jalannya sangat sulit dilalui kendaraan sebagaimana 
dimaksud ayat (3), adalah Desa Poinoman dan Kolingangaan. 

(5) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran 
yang menyebabkan atas beban anggarari belanja kegiatan dengan 
mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. 

Pasal43 

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat 
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 
untuk belanja pegawai Y,ang bersifat mengikat dan .operasional 
perkantoran yang'ditetapkan· dalam Peraturan Sangadi. · 

(3) Penggunaan Biaya Tak Terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian 
Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Sangadi. 

Pasal 42 

(2) Khusus · bagi Desa . yang belum memiliki pelayanan perbankan di 
wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. 

(3) Bendahara menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu 
dalam rangka mernenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. 

(4) Bendahara dalam melakukan penarikan uang dari rekening kas desa 
harus disesuaikan dengan kebutuhan. 

(5) Bcndahara menyimpan uang tunai maksimal duajuta rupiah, 
(6) Uang tunai yang disimpan oleh bendahara Iebih dari dua juta rupiah 

• dalam-jangka waktu (7) tujuh hari harus dikembalikan ke rekening kas 
• desa. 

(7) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana .dimaksud pada 
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

I 
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(1) Perubahan Peraturan Desa mengenai APBDesa dapat dilakukan apabila 
terjadi: 

Pasal49 

Pajak material seperti batu, pasir, kerikil, tanah, dan lain sebagainya disetor 
Bendahara ke Badan Keuangan Daerah setelah dihitung dan ditetapkan oleh 
Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.' 

Pasal 48 

(1) Bendahara Desa sebagai wajib.pungutPajak Penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 'pajak 
yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. . 

(2) Bukti penyetoran pajak sebagaimana c{imaksud pada ayat ( 1) akan 
divalidasi setiap tahap penyaluran dana. ·· ' · 

Pasal 47 ~ 

( 1) Dalam pengajuan . pelaksanaan pembayaran sebagaimana dim.aksud 
dalam Pasal 45, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: 
a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh 

pelaksana kegiatan; 
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang 

tercantum dalam permintaan pembayaran; · 
'c, Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan 

apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. · 
(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Sangadi menyetujui permintaan pembayaran dan 
bendahara melakukan pembayaran. 

(3) Berdasarkan SPP Sangadi dalam menyetujui permintaan pembayaran 
menerbitkan eek yang akan digunakan oleh bendahara untuk melakukan 
permintaan pembayaran pada Bank Pelaksana Rekening Kas Desa. · 

(4) Pernbayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya 
bendahara melakukan pencatatan pengeluaran, 

Pasal46 

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal'44 ayat (1) terdiri atas: 
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 
b. Pemyataan Tanggungjawab Belanja; 'dan 
c. Lampiran Bukti Transaksi. 

Pasal45 

(3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercan:tum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. · · 

.,. 

------------------- ----------- 
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Penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 51 ayat (2), menggunakan : ·· ' . 
a. Buku Kas Umum; 
b. Buku Kas Pernbantu Pajak; 

( 1) 

Pasal 52 

( 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 
(2) Bendahara Desa · wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku .• setiap akhir bulan secara 
tertib. · 

(3) Bendahara Desa wajib mernpertanggungjawabkan uang .. mela.'lui laporan 
pertanggungjawaban. I 

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan setiap bulan kep~da Sangadi dan paling lambat tanggal 10 
bulan beriku tnya. 

Pasal 51 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan 

( 1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan .. APBD Kabupaten 
serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa 
disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, 
peru bahan diatur dengan Pera tu ran . Sangadi ten tarig peru bahan 
APBDesa. 

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan 
kepada BPD. 

(3) Dalam hal penggunaaan Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah terdapat sisa dana di direkening Desa, akibat Tuntutan 
Ganti Rugi (TOR) atau tidak digunakan oleh Sangadi, ·Penjabat. Sangadi, 
Perangkat Desa, dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud pasal 31 
ayat (5), desa dapat memanfaatkan sisa dana tersebut berdasarkan 
-prioritasnya, setelah dilakukan musyawarah desa. 

Pasal50 

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar 
belanja; 

• b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih ·perhitungan anggaran (SiLPA) 
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 

c. Terjadi penambahan clan/ a tau · pengurangan · dalam pendapatan desa 
pada tahun berjalan; dan/atau 

d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krrsis 
ekonomi, dan/ a tau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan 

e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu] kali daiam 1 (satu) 
tab un anggaran. : 

(3) Tata cara pengajuan Perubahan APBDesa adalah. sama dengan tata cara 
penetapan APBDesa. 
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Pasal 55 

( 1) Setiap penggunaan keuangan harus didukung dengan bukti-bukti yang 
sah. 

realisasi 
ayat (3), 

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban 
• pelaksanaan .APBDesa sebagaimana · dimaksud pada 

• melampirkan : 
a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

Tahun Anggaran berkenaan; , 
b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan; dan 
c. Format Laporan Program Pernerintah dan Pemerintah Daerah yang 

masuk ke desa. 

Desa. 

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan 

(1) Sangadi menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan · pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan. 

Pasal 54 

Bagian Kelima 
Pertanggungjawaban 

( 1) Sangadi menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 
Bupati berupa : 
a. Laporan Semester Pertama; dan 
b. Laporan Semester Akhir Tahun. · .. 

(2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
berupa Laporan Realisasi APBDesa. 

(3) Laporan Semester. Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tah.un berjalan. 

(4) Laporan Semester Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) · 
huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan .Januari tahun 
berikutnya. 

Pasal 53 

Bagian Keempat · 
Pelaporan 

c. Buku Bank; dan 
d. Buku Inventaris. 

; (2) Buku Inventaris sebagaimana dimaksud ayat -(1) huruf d, antara lain 
harus memuat tentang aset, baik yang dihibahkan maupun yang dibeli 
melalui Sumber Pendapatan Desa. 
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Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi 
• t .. 

pelaksanaan APBDesa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 53 dan 54 
( 1) 

Pasal 57 

. 
- Berita acara perneriksaan barang/pekerjaan 

Berita acara penerirnaan barang/ pekerjaan 
- Berita acara pembayaran 
- Kwitansi 
- Bukti setoran pajak 

Dokumen tasi 
Dokumen pendukung lainnya 

c. Perjalanan Dinas , 
- Surat Perintah Tugas yang ditandatangani pejabat berwenang 

Surat Perintah Perjalanan Dinas 
- Kwitansi 

Laporan hasil pelaksanaan tugas 
- Dokumentasi kegiatan perjalarian dinas 
- Tiket Pesawat 
- Boarding pass atau manifest penurnpang maskapai penerbangan 
- Tiket Kapal Laut atau manifest penurnpang dari administrator 

pelabuhan 
- Karcis tanda masuk pelabuhan 
- Tiket Kereta Api 
- Tiket Bus 

Bukti pembayaran Moda transportasi lainnya. 
- Bukti pembayaran hotel atau ternpat menginap lainnya. 

(2) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c 
dibuat sesuai format sebagairriana tercantum dalam · lampiran V 

I 

Peraturan Bupati ini. . 
(3) Pengadaan barang danjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan 
perundang-undangan. 

. . 

I 

(1) Dokumen anggaran atas beban pengeluarari seperti dimaksud dalam 
Pasal 53 ayat (3) terdiri atas : · 1 

a. Pembayaran Honorarium 
- Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan 
- Daftar penerirnaan honor 

Kwitansi 
- Bukti setoran pajak, 

b. Pengadaan Barang dan J asa 
- Kontrak 

Pasal 56 · 

(2) Sekretaris Desa melakukan' verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan 
dan pengeluaran APBDesa. 

• . (3) Dokumen anggaran atas beba·~ pengeluaran yang terdiri atas bukt.i-bukti 
pengeluaran seperti yang dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh 
pelaksana kegiatan. 

• I 
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( 1) pemberian dan 
hasil paja~ dan 

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi 
penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi 
Retribusi .Daerah dari Ka bu paten kepada Desa: 

I 

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa. 

(2) 

Pasal 61 

BAB IX 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN· PEMELIHARAAN 

(1) Untuk pelaksanaan penganggaran, pemerintah desa dalarri. melakukan 
penyusunan APBDesa dapat rnenyesuaikan Kode Rekening Pendapatan, 
Belanja clan Pembiayaan. 

· (2) Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
Bupati ini. 

Pasal60 

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas 
Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dart Surat Permintaan Pernbayaran serta 
Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa 
pada semester pertama · dan semester akhir .tahun serta Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) dan (3), Pasal 45 huruf a dan huruf b, Pasal 
53 dan Pasal 54 tercanturri dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan: Bupati ini. 

. . 

Pasal59 

(l) Laporan Realisasi dan laporanpertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ;s7 ayat (1), disampaikan 
kepada Bupati melalui kepala Dinas Pernberdayaan Masya.rakat dan Desa • serta Camat. · · . 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -disampaikan paling larnbat 1 (satu) 
bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan, .. 

' Pasal 58 · 

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan' dengan media 
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat: 

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada · ayat ( 1) antara lain papan 
pengumurnan, radio komunitas dan media informasi lainnya. 

(3) Media informasi seperti papan proyek dan papan informasi serta prasasti 
sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib disiapkan oleh pelaksana kegiatan. 

(4) Papan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipasang pada 
awal pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. 

(5) Contoh media informasi sebagaimana dirnaksud ayat (4) terlampir, 
I . 
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( 1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa, ADD dan Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal setelah dikenakan sanksi 
penundaan penyaluran. Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah sebagaimana di,?laksud dalam Pasal 62 ayat (2), masih 

Pasal 64 

Bagian Kedua 
Pemotongan Penyaluran D.ana Desa 

(1) Bupati menyalurkan kernbali Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak 
dan Retribusi Daerah dalam hal : . 
a. Sangadi menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa, Laporan 

Realisasi Penggunaan Dana Desa, ADD. dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah semester akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 54 ayat ( 1); dan . 

b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

Pasal 63 

; 

( 1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak 
dan Retribusi Daerah dalam hal : 
a. Sangadi tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan laporan re~lisasi 
penggunaan Dana Desa, ADD dan Bagi' Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah semester akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 

' ayat (4); dan . 
b. Terdapat SiLPA Dana Desa, ADD \:ianDana Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerahlebih dari 30% (t~ga puluh per seratus) pada akhir 
tahun anggaran sebelumnya; dan/ a tau 

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil 

Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimanadimaksud ayat (1) berlangsung 
sampai dengan bulan November tahun.ianggaran berjalan, Dana Desa, 
ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak 'dan R'etrfbusi Daerah tidak dapat 
disalurkan lagi ke RKD, dan menjadi sisa dana di RKUD. 

' I ' 

. . 

Pasal 62 

Bagian Kess.tu 
.Penundaan Penyaluran 

BABX 

SANK SI 

(3) Kegiatan fisik yang dibangun melalui 'pendapatan desa sebagaimana 
dimaksud pasal 25 ayat (2), harus dipelihara oleh masyarakat desa 

~ dibantu oleh Tim Pemelihara Kegiatan yang ditetapkan oleh Sangadi 
melalui musyawarah Desa. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW .TAHUN 2017 
NOMOR .... 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

2017 
Diundangkan di Lolak. 
pada tanggal 

; 

Ditetapkan di Lolak. 
pada.tanggal 2 O 1 7 J:f.JJ./#~11 BOLAANG M~NGONDOW, 

i \ .'· .". ·.• . -, • ...... 

\',~.:::::.:>< {·~-~~;:;:{_ . ' 
'\ ,I,~ ..•. r- •· . 

, -~~~Rl:ANUS NIXON WATUNGe 

. . 

. Agar setiap orang mengetahuinya, memerii;ita.hkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Pasal65 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

------------·· 

terdapat SiLPA Dana .:Desa lebih dari 30°(0 (tiga puluh per seratus] pada 
tahun anggaran berjalan. · . 

• (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa, ADD ctan: Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pada 
penyaluran Dana Desa, ADD. dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan· pemotongan penyaluran :Dana Desa, ADD dan Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya 
disebu t UU Desa) .mernandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pcmerintahan, kepentingan masyarakat set:empat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/utau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sis'tern pemerintahan Negara Kesatuan 
Repu blik Indonesia. 

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa 
Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi · Desa sebagai subyek hukum 
menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/ sumberdaya 
yang menjadi miliknya, Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan 
Desa pada dasarnya merupakan . milik Desa sehingga penetapan 
penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, 
UU Desa juga memandatkan bahwa Desa bcrwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, Kewenangan 
Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa 
sebagai l}ni\ pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan 
hiikurh yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi daripada Peraturan Desa. 

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan 
Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Desa 
sudah dipastikan terlebih dahulu, · Selanjutnya d'alam Pasal 5 dalam UU 
Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di· wilayah Kabupaten/Kota. 
Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan 
komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti 
sejarah Desa itu sendiri. Tata kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya 
berbeda-beda karena Desa sejatinya kornunitas yang unik/khas . 

. Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis. 
Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD 
yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pernerintahan 
Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerin tah Desa sedangkan BPD 
menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga 
mernandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan 
disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD .. Hasil 
musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan 
kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan 
penggabungan demokrasi perwakilan yang tl.iwujudkan melalui pemilihan 
kepala Desa dan pemilihan anggota BPD cie:r:igan demokrasi musyawarah 
mufakat yang diwujudkan denan .penyelenggaraan musyawarah Desa. 

Penetapan prioritas penggunaan 09:-Da Desa dikelola berdasarkan Tata 
Kelola Desa yang Demokratis. Karerianya, penetapan prioritas penggunaan 
Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi 
manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat .Kepala Desa, BPD dan 

BAB I . 
PENDAHULLJAN 

LAMPIRAN l 
PERATURAN MENTER! DESA, 
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 
DAN TRANSMIGRASI 
NOMOR 22 TAHUN 2016 
TENT ANG , 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNMN 
DANA DESA TAHUN 2017 
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1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa 
Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan 
kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal 
berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4j Tahun 2014 ten tang . ~ .. 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa khususnya Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah 
sebagai berikut: 
a. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan 

inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 
· lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa; · · 

b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, 
bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. Peraturan bupati/walikota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah 
Desa. dengari menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai • dengan situasi, .kondisi, dan kebutuhan lokal. Kegiatan-kegiatan yang 
dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang 
sudah ditetapkan dengan peraturan besa. Karenanya, kegiatan yang 
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B. PENGATURAN DAN~ DESA 

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2017 mi diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan . dan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa. ' 
2. Tujuan . 

a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan · 

b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi 
prioritas dalam penggunaan Dana Desa un tuk tah un 2017. 

3. Manfaat · 
a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam 

melaksanakan pcrnbinaan dan pcngawasan tcrhadap Pernerintah 
Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Desa dalam 
rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; : . 

b. sebagai pedoman bagi Pemerintah : Kabupaterr/Kota · dalam 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam 
menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan 

c. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan 
Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang~u.ndangan. 

I .. 

1. Maksud 

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT 

BAB II 
PENGATURAN DANA 

seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang 
• Demokratis. 

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas 
penggunaan Dana Des~ dengan berdasarkan Tata Kelola Desa yang 
Demokratis. 
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1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait 
-perrggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. Pasal 19 · ayat ( 1) peraturan pemerintah dimaksud 
mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan,. pembangun~ ~m_b_e_r_d_a_ya_a_n _ 

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN 

Dengan demikian, Desa berwewenang mernbuat peraturan Desa yang 
mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di 
Desa. · 

2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa UU 
Desa memandatkan bahwa Pemerintah '. Desa menyusun perencanaan 
Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu 
pada perencanaan pernbangunan · · Kabupaterr/ Kata. · Perencanaan 
Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM. Desa) dan .Ren'cana Kerja 
Pemerintah Desa (RKP Desa) .. Kedua dokurnen perencanaan Desa 
dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen 
perencanaan di Desa., RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman 
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 
Dana. Desa merupakan salah satu sumber · pendapatan · Desa yang 
termuat dalam APB· Desa. Perencanaan periggunaan Dana Desa 
merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari 
penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan 
yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP 
Desa dan APB Desa. : 

3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa 
Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang 
pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah 
Desa. Badan Perrnusyawaratan Desa (BPD)., Pernerintah Desa dan unsur 
masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mernbahas dan 
menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan 
Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan 
Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam 
musyawarah Desa. BPD, Pernerintah Desa, dan unsu r masyarakat yang 
hadir dalam musyawarah Desa mernbahas dan menyepakati penetapan 
penggunaan 
Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana · 
Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan 
kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa, 

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa Penetapan 
kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam 
bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD 
bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan kepu tusan Musyawarah 
Desa ten tang penggunaan Dana Desa untuk menjadi · dasar dalam 
penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa 
ten tang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam 
penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang RKP Desa dan 
Pera tu ran Desa ten tang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan 
masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih 
tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana. Desa di dalam RKP 
Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat 
umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi wajib dibatalkan oleh bupati/walikota. 

; 

• .. 
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2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa . 
UU Desa menjelaskan tujua,n pernbangunan Desa adalah meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat · Desa dan kualitas hid up manusia serta 
penanggulangan kemiskinan melalui ~ pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan .Potensi 
ekonorni lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pernbangunan Desa yang' dapat 
dibiayai Dana Desa adalah sebagai beriku t: 
a. Pengadaan, pernbangunan, pengembangan , dan pemeliharaan sarana 

prasarana Desa. · , 
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana lingkungan .pemukiman, antara· lain: 
a) pembangunan dan/ atau perbaikan rurnah . sehat · untuk fakir , I . 

miskin; 
b) selokan; 
c) tempat pembuangan sampah; 
d) gerobak sampan; 
e) kendaraan pengangkut sampah; 
f) mesin pengolah sampah; dan 
g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 

dengan analisis kebutuhan clan kondisi Desa yang diputuskan 
dalam musyawarah Desa. · 

2) Pengadaan, pernbangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana transportasi, antara lain: .. 
a) t.ambat.an perahu: 
b)jalan pernukiman; 
c) jalan poros Desa; 
d} jalan Dcsa antara pcrmukiman ke wilayah pcrtanian; 
e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 
f) jembatan Desa; 
g) gorong-gorong; 
h) terminal Desa; dan 
i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam: 
musyawarah Desa, · 

3) Pengadaan, pernbangunan, · pengernbangan · dan pemeliharaan . 
sarana dan prasarana energi,' antara lain: 
a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
b) pembangkit listrik tenaga diesel; 
c) pembangkit listrik tenaga matahari; 
d) instalasi biogas; 
e) jaringan distribusi tenaga Iistrik; dan 
f] saran a . prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis 

kebutuhan dan kondisi Desa yang diput.uskan dalam 
musyawarah Desa. 

4) Pengadaan, pembangunan, pernanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana informasi dan komunikasi, antara Iain: 
a) jaringan internet untuk warga Desa; 
b) website Desa; 

. c) peralatan pengeras suara (loudspe,akerj; 
d) telepon umum; 
e) radio Single Side Ba.nd (SSS); dan 

masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 · ayat (2) mengatur bahwa 
Dana Desa diprioritaskan untuk mernbiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan 
untuk dibiayai Dana Desa harus mernenuhi tujuan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa. 

.. 

... 
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• • b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar. 
1) P,en&adaan, ·pembangunan, pengernbangan dan pemeliharaan 
' sarana prasarana kesehatan, an tara lain: 

a) air bersih berskala Desa; 
b) sanitasi lingkungan; 
c) jambanisasi; 
d) mandi, cuci, kakus (MCK); 
e) mobil/kapal motor urituk ambulance Desa; n alat ban tu penyandang disabilitas; 
g) panti rehabilitasi penyandang disabllitas; 
h) balai pengobatan; 
i) posyandu; dan 
j) saran a prasarana kesehatan lainnya _i)'ang sesuai dengan analisis 

· kebutuhan dan kondisi Desa yang dfputuskan dalam 
musyawarah Desa. · . 

2) Pengadaan, · pernbangunan, pengembangan. dan pemeliharaan 
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
a} taman bacaan masyarakat; 

. b) bangunan PAUD; 
cj buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 
d) wahana permainan anak di PAUD; 
e) taman belajar keagamaan; 
0 bangunan perpustakaan Desa; . 
g) buku/bahan bacaan; ,· · . 
h) balai pelatihan Zkegiatan belajar .masyarakat; 
i) sanggar seni; · 

, I 

j) film dokumen ter; 
k) peralatan kesenian; dan 
1) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa. · 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana usaha ekonomi Desa. 
1) Pengadaan, pembangunan, pengemb,angan dan pemeliharaan 

sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan 

. pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: · 
a) bendungan ber.skala kecil; 

. b) pernbangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem 
pengairan; 

c) irigasi Desa; 
d) percetakan lahan pertanian; 
e) kolam ikan; . 
f) kapal periangkap ikan; 
g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
h) tambak ga,ram; · 
i) kandang ternak; · . 
j} mesin pakan ternak; . . 
k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan 
1) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang. diputuskan. dalam 
musyawarah Desa. 

• 
' 

n sarana pra'.sarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dan koridisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

;;; 
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2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa 
satu produk unggulan, antara lain: 
a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jernur . 

gabah,jagung,kopi, coklat, kopra, dan ternpat penjernuran ikan; 
b) lumbung Desa; 
c) gudang pendingin (cold storage); dan 
d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertaniart lainnya yang 

sesuai dengan analisis kebutuhan da,.n- kondisi Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa. · 

3) Pengadaan, pernbangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada 
kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: 
a) mesin jahit; 

• b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
c) mesin bubut untuk mebeler; dan 
d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai 

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan 
dalam musyawarah Desa.. . 

4) Pengadaan, pembangunan, pernanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pemasaran yang difokuskan pacla kebijakan satu 
Desa satu produk unggulan, antara lain: 
a) pasar Desa; 
b) pasar sayur: 
c) pasar hewan; 
d) tempat pelelangan ikan; 
e) toko online; n gudang barang; dan 
gj sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang . sesuai dengan 

analisis kebutuhan .dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

I 
5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana Desa Wisata, antara lain: 
. a) pondok wisata; 

b) panggung hiburan; 
c) kios cenderamata; 
d) kios warung makan; 
e) wahana permainan anak; 
f) wahana permainan outbound; 
g) taman rekreasi; 
h) tempat penjualan tiket: 
i) rumah penginapan; 
j} angku tan wisata; dan 
k) sarana dan prasarana Desa Wisata lairinya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. · 

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana Teknologi Tepat Cuna (TIO) untuk kemajuan 
ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan, antara. lain: · 
a) penggilingan padi; 
b) peraut kelapa; .: 

. c) penepung biji-bijian; 
d] penca.cah pakan ternak; 
e) sangrai kopi; n pemotong/ pengiris buah dan sayuran; 
g) pompa air; 

• . 
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3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Uqd~g-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan 

rnasyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam 
melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola 
Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan: lembaga adat, 
serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pernberdayaan Masyarakat 
Desa dilaksanakan melalui upaya pengernbangan kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 
surnber daya melalui penetapan kebij'al<:an,. program, kegiatan, dan 
pendampingan y~ng sesuai· dengan esensi masalah dan prioritas 
kebu tuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut: 
a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 

1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 
a) penyediaan .air bersih; ·. 
b) pelayanan kesehatan lingkungan.. 
c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan 

anak sekolah; 
d] pengelolaan balai pcngo batan Desa; 
e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui; 
f) pengobatan untuk lansia; 
g) fasilitasi keluarga berencana; · 
h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi, penyandang disabilitas; dan · 
i) kegiatan pengelolaan .pelayanan' kesehatan rnasyarakat Desa 

lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa 
yang diputuskan dalam niusyawarah Desa. 

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara 
lain: 
a) bantuan insentif guru PAUD; 
b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 

~- 

' 
d. Pengadaan, pembangunan.ipengernbangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana untuk pelestarian Iingkungan hidup antara lain: 
1) pernbuatan terasering: .: 
2) kolam untuk rnata air; 
3) plesengan sungai; 
4) pencegahan abrasi pantai; dan · · . 
5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidu p lainnya yang 

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk penanggulangan bencana alarn darr/utau kejadian 
luar biasa lainnya yang meliputi: , · ·. 
1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 
2) pembangunan gedung pengungsian; 
3) pembersihan lingkungan perumahan.yang terkena bencana alam; 
4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perurnahan yang terkena 

bencana alam; dan 
5) sarana · prasarana untuk penanggulangah bencana yang lainnya 

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 

h) traktor mini; dan 
i) sarana . dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis 

kebutuhann · dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

.• ·• 



c) penyelenggaraan pelatihan kerja; 
d) penyelengaraan .kursus seni budaya; . 
e) bantuan pernberdayaan bidang olahraga; . 
f) pelatihan pembuatan film dokumenter;. dan 
g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 

sesuai dengan: analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang . 
diputuskan dalam musyawarah Desa. · 

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan 
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 
1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 

a) pengelolaan sampan .berskala rumah tangga; 
b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; ·dan 
c) pengelolaan Iingkungan pernukiman lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 
a) pengelolaan terminal Desa; 
b) pengelolaan tambatan perahu; dan 
c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis 

kebutuhan dan .kondisi Desa yang diputuskan clalam musyawarah 
Desa. . . · 

3) pengem-bangan cncrgi tcrbarukan, antara lain:. 
a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;. 
b) _pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 
e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 1 

4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 
a) sistem informasi Desa; 
b) koran Desa; 
c) website Desa; 
d) radio komunitas; dan 
e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan 
prasarana ekonomi 
1) pengelolaan pr.oduksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 

· usahJ pertanian yang difokuskan, pada kebijakan satu Desa satu 
produk unggulan, antara lain: 
a) pembibitan tanaman pangan; 
b) pembibitan tanainan keras; 
c) pengadaan pupuk; 
d) pembenihan ikan air tawar; 
e) pengelolaan usaha hutan Desa; 
f): pengelolaan usaha hutan sosial; . 
g) pengadaan bibit/induk ternak; 
h) inserninasi' buatan; 
i) pengadaan pakan ternak; dan 
j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai 

dengan analisis kebutuhan. dan kondisi Desa yang diputuskan 
dalam musyawarah Desa. : ' 

2) pengolahan hasil produksi usaha pertaniarr untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian yang difokuska:n pada kebijakan satu Desa satu 
produk unggulan, antara lain: 

te un ta ioka: 

.. 
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b) kerupuk; 
c) keripik jamur; 
d) keripik jagung; 
e) ikan asin; 
n abon sapi; 
g) susu sapi; 
h) kopi; 
i) coklat; 
j) karet; dan . 
k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis 

kebutuhan dankcndisi Desa yang diputuskan dalarn musyawarah 
Desa. . . 

3) pengelolaan usaha jasa .dan industri kecil yang difokuskan pada 
kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: 
a) meubelair kayu 'dan rotan, · 
b) alat-alat rumah. tangga, 
c) pakaian jadi/konveksi · 
d) kerajinan tangan; 
e) kain tenun; 
f) kain batik; 
g) bengkel kendaraan bermotor; 
h) pedagang di pasar; . 
i) pedagang pengepul; dan . 
j) pengelolaan jasa dan -industri kecil lainnya yang sesuai dengan 

analisis · kebutuhan dan kondisi Desa _yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa 
Bersama, antara lain; · 
a) pendirian BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama; 
b) penyertaan modal BUMDesfi dan/ atau BUMDesa Bersama; dan 
c) penguatan permodalan BUM Desa dan/ atau BUMDesa Bersama, 

5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang 
difokuskan pada kebijakan satu Desa. satu produk unggulan, antara 
lain: · 
a) pengelolaan h utan Desa; 
b) industri air minum; 
c) industri pariwisata Desa; 
d) industri pengolahan ikan; dan 
e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan 

dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. · ! 

6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang 
difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain: 
a) pembangunan .dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 
b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; · 
c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 
d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang 

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 
, dan/atau koperasi y,ang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu 
produk unggulan, antara lain: 
a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 

· b) barhuan · sarana produksi, distrfbusi dan pemasaran untuk usaha 
ekonomi masyarakat; dan 

c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang 
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang 
dipu tuskan dalam musyawarah Desa. 

'. 
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8) pengembangan clan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk 
kemajuan ekonomi yang difoku skan kepada kebijakan satu Desa 
satu produk unggulan, antara lain: 
a) sosialisasi TTG; . 
b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa; 
c) 'percontohan TIG untuk produksi. pertanian, pengembangan 

sumber energi perfzesaan, pengernbangan sarana transportasi dan 
komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan 

ct) pengernbangan dan pernanfaatan' TIO lainnya yang sesuai dengan 
.analisis kebutuhan dan kondisi Desa ' yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. · · · 

9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan 'usaha 
ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu 
produk unggulan, antara lain: . 
a) penyediaan informasi harga'/ pasar;, · 
b) pameran hasil usaha BUM Desa, · usaha ekonomi masyarakat 

dan/ atau koperasi; ' 
c) kerjasama perdagangan antar Desa; . 
d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan . 
e) pengelolaan pemasaran lainnya yang : sesuai dengan a.nalisis 

kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana 
serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: · 
1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alarn: 
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 

malam; : 
3) pelatihan tcnaga s,ukarclawan untuk pcnanganan bcncana alam; dan 
4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang ,lainnya sesuai dengan · 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1) pembibitan po hon langka; 
2) reboisasi: · 
3) rehabilitasi lahan gambut; 
4) pembersihan daerah aliran sungai; 
5) pemeliharaan h utan bakau; 
6) perlindungan terumbu karang; dan 
7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 

Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk 'memperkuat tata kelola Desa 

yang demokratis · · · 
1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam . perencanaan . dan 

pembangunan ·. Desa yang dilaksanakan · secara swakelola oleh 
Desa, antara lain: · · · · . 
a) pengernbangan sistem informasi Desa; · ' · 

. b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai .rakyat; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan 

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2) Mengembangkan program dan kegiatan pernbangunan Desa 

secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber ' daya 
manusia dan sumber daya alarn yang ada di Desa, antara lain: 
a) penyusunan arah pengembangan Desa; · 
b)· penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa 

yang berkelanj utan; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan 

dan kondi.si Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

• . 
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3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai ctengari 
prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 
a) pendataan potensi dan aset Desa; 
b) penyusunan profil Desa/ data Desa; 
c) penyusunan peta aset Desa; dan 

· d} kegiatan' lainnya yang sesuai tlengan analisis kebutuhan dan 
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, 
dan kelompok marginal, antara lain: 
a) sosialisasi penggunaari dana Desa; . 
b) penyelenggaraan musyawarah kelornpok warga miskin, warga 

disabilitas, perempuan, anak, pan kelompok marginal; 
c) penyusunan usulan kelornpok warga miskin, warga disabilitas, 

perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan , 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan 

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
5) Mengembangkan sistern transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, 
antara lain: · , · · · · 
a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa 

berbasis data digital; 
. b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka 

un tuk pu blik; 
c) pengembangan sistem informasi Desa; .dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan 

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa . 
6) Mendayagunakan lernbaga kcmasyarakatan Dcsa .dan lembaga 

adat, antara lain: · 
a) pengembangan lernbaga kernasyarakatan Desa dan/atau 

lembaga adat; 
b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau 

lembaga adat; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan .analisis kebutuhan dan 

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan 

Desa yang dilakukan melalui musyawarah · Desa, an tara lain : 
a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal­ 

hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 
b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 
c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dari 

· kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, 

an tara lain: · 
a) pelatihan kepemimpinan; 
b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa; 
c) pelatihan kader pernberdayaan masyarakat Desa; dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan 

kondisi Desayang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber 

daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung 
Ekonomi Desa yarig difokuskan pada kebijakan satu Desa satu 
produk _unggulan, antara lain: · 
a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri 

kecil dan perdagangan 
b) pelatihan teknologi tepat guna; . 
c) pelatihan pernbentukan dan pengembangan koperasi; 

• .. 

• 
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1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan Penggunaan Dana Desa harus 
memberikan manfaat yang sebesarbesarnya dengan memprioritaskan 
kegiatan pembangunan ·dan pemberdayaan masyarakat Desa yang 
bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta Jebih dibutuhkan dan 

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara 
lain: · 

. 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif; 
2. tenaga kerja usia produktif; 

·3. kelompok usaha ekonomi produktif; 
I 

4. kelompok perempuan; 
5. kelompok pemuda; 

·6. kelompok tani; 
7. kelompok nelayan; 
8. kelompok pengrajin; dan 
9. warga Desa dan/atau kelornpok yang lainnya sesuai kondisi 

Desa. 
e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan 

dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang 
sesuai dengan- analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa. . · 

10).M~akukan · pengawasan dan ·pemantauan penyelenggaraan 
' Pemerin tahan Desa dan pernbangunan Desa yang dilakukan 

secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain: 
a) Pemantauan berbasis komunitas; · · 
b) Audit berbasis kornunitas; 
c) Pengembangan unit pengaduan di Desa; 
d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk 

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; , 
e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban 

dan serah terima hasil pem bangunan Desa; dan 
D Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan 

. kondisi Dcsa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa 

a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk 
mengernbangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan 
yang tercantum dalam pedoman um-um ini, dengan syarat kegiatan- 
kegiatan yang dipilih harus:. . . 
1,) tercantum dalam Peraturan Bupati/Wa1ikota Desa tentang Daftar 

Kewenan gan Desa Berdasarkan Hak Asal-U sul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa; 

2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal-Usul clan Kewenangan Lokal Berskala. Desa; 
dan , ', 

3) termasuk dalam lingkup urusan: pembangunan: Desa dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. · · . 

b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas: penggunaan Dana Desa 
Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa darr/atau pembinaan kemasyarakatan, dan 
mengingat pengaturan prioritas penggunaan. Dana Desa sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 
ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa 
di · luar kegiatan . yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila 
bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan 
pernberdayaan masyarakat yang dibutuhkan inasyarakat Desa sudah 
mampu dipenuhi se'luruhnya oleh Desa. 

· .. 



3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan 

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan 
dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi 
ekonomi lokal, serta pemanfaat.an sumber daya alarn dan lingkungan 
secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa 
dilakukan dengan memastikan bahwa keglatan-kegtatan yang dibiayai 
dengan Dana Desa harus memiliki '. , ,rencana pengelolaan dalam 
pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan: dan pelestariannya. Dengan 
demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan 
untuk dibiayai dengan Dana Desa. 

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan 
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya 
dil kukan secara tran's aran dan akuntabel. Masyarakat Desa harus 

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus 
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan 
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 
Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan 
Desa diwujudkan dengan mengiku tsertakan masyarakat Desa dalam 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembanguan dan 
pemberdaiaan masyarakat Desa yang dibiayai · Desa harus dipastikan 
rnengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. 

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan 
kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara: 
a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih 

diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit 
didukung masyarakat Desa; 

b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat 
Desa darr/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama 
masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan 
yang.tidak me'libatkan masyarakat Desa; dan 

c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa 
lebih diutamakan . . 

2. Prioritas Berdasarkan· Partisipasi Masyarakat 
. ' I 

berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat 
Desa. Sejalan derigantujuan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa, maka kegiatankegiatan yang dibiayai Dana Desa 
dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk : , · · 
a) meningkatkan kualitas 'kesehatan, pendidikan dan kebudayaan; 
b) meningkatkan lapangan kerja dah pendapatan ekonomi keluarga; dan 
c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas .dan, 
marginal; · 

Berdasarkan keten tuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Daria 
Desa, maka penentuari prioritas kegiatan dilakukan dcngan cara: 
a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan 

dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan; 
b) kegiatan yang semakin berrnanfaat bagi pembukaan lapangan kerja 

dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan , · 
c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggu langan kemiskinan 

lebih diutamakan. 

. -,;. 
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Mekanisme penetapan penggunaan' Dana · Desa mengikuti proses 
perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan 
dalam proses perencanaan Desa: meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB 
Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan 

E. MEKANISME PEN~TAPAN PR.IORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana 
i- Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai . dari Dana Desa harus 

dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat 
diakses masyarakat Desa. · 

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan 
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan 
mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat. 
Perencanaan kegiatan Desa dapat mernpertimbangkan Tipologi Desa. 
Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang 
khas, keadaan . terkini 'di Desa, · maupun keadaan yang berubah, 
berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokkan 
tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan: 
a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi: , 

1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan an tar warga Desa masih 
kuat); · · 

2) Desa teritorial (sebagai ternpat pemukiman warga dengan beragam 
asal keturunan); dan · 

3) Desa campuran geneologis-teritorial. . 
b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi: 

1) Desa pesisir/Desa.pantai; 
2) Desa dataran rendah/lembah; 
3) Desa dataran tinggi; dan 
4) Desa perbukitan/pegunungan. 

c. tipologiDesa berdasarkan pola permukiman meliputi: 
1) Desa dengan perrnukiman menyebar; 
2) Desa dengan permukiman melin'.gkar; 
3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan 
4) Desa dengan . p.ermukiman memanjang (seperti pada bantaran 

sungai/pinggir jalan). · . 
d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama 

masyarakat meliputi: 
1) Desa pertanian; 
2) Desa nelayan; 
3) Desa industri {skala kerajinan dan/atau manu.faktur 

, dengan teknologi sederhana dan madya); dan 
4) Desa perdagangan (jasa-jasal. 

e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa 
• meliputf: · 

1) Desa sangat tertinggal; 
2) Desa tertinggal; 
3) Desa berkembang; 
4) Desa maju; dan 
5) Desa mandiri. 

Kementerian Desa, Pembangunan .Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai 
alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan 
kemajuan Desa yarig diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi 
Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai 
kegiatan pernbangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 



DesaB ,l. . lem bah-pertanian / saw ah- 
campuran 
tipologi Desa 
teri torialberkem bang . . 

RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana 
Desa adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Musyawarah Desa . 

Musyawarah Desa merupakan forum · .musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Badan Perrnusyawaratan Desa, untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam 'hal pernbagunan Desa 
dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif', demokratis, dan 
transparan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal 
strategis di Desa, sehingga wajib dibahas . dan clisepakati dalam 
musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa .dalam rangka 
pernbahasan prioritas · penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam 
rangka penyusunan RKP Desa. · 

Pembahasan prioritas. penggunaan Dana Desa dalam musyawarah 
Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat 
Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas 
mpenggunaan Dana De'sa harus dituangkan dalam dokumen Serita Acara 
yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan 
tentang musyawarah Desa. 

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa 
Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan rnusyawarah 

Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. 
Kegiatankegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa 
termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa. 

Dalam rangka penyusunan. rancangan RKP Desa khususnya 
terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala. Desa di wilayahnya 
ten tang informasi se bagai beriku t: .: 
a. pagu indikatif Dana Desa; dan 
b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung 

berdasar IDM. Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, 
Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan 
berdasarkan perhitungan terhadap: 
a. kemanfaatan hasil kegiatan; 
b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat 

Desa dalam pelaksanaan kegiatan; 
c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan 

pelestariannya; : · · 
I 

d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan; 
e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta 

surnberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola 
secara .mandiri oleh Desa; dan ' . 

f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa · pelaksanaan kegiatan 
pembangunan pan pemberdayaan masyarakat Desa ·yang dibiayai 
Dana Desa sesuai dengan kondisi o byektif yang ada di Desa. 
Penetapan prioritas penggu\1aan Dana Desa berdasarkan tipologi 
Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing- 

• masing Desa yang, sangat beragam. Untuk itu, dalam .pedoman 
umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan 
sep.in~ga Desa-Desa masih merniliki keleluasaan untuk memilih 

· kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya. 
Contoh: 

Desa A tipologi Desa Perbukitan perkebunan · '/ perladangan 
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4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Dcsa 
. I 

Pembiayaan kcgiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah 
bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata 
cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan 
peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa 
untuk masingmasing Desa, Bupati/walikota berkewajiban menyarnpaikan 
dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota 
mengenai tata cara pernbagian dan penetapan rincian Dana Desa. 

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa 
dengan berpedoman .kepada RKP Desa. Dana Desa · dibagi untuk 
membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah 
ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak 
mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang 
sudah ditetapkan dalam RKP Desa. 

Rencana penggunaan Dana Desa rnasuk rnenjadi bagian dari 
Rancangan Peraturan Desa ten tang APB Desa, Kepala Desa berkewajiban 
mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa 
perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi 
rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa disampaikan .Kepala Desa kepada 
Bupati/Walikota. 

Masyarakat Desa, · melalui BPD, berhak untuk menyampaikan 
keberatan kepada Kepala Desaapabila rancangan penggunaan Dana Desa 
berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan daiam Peraturan Desa . 
tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah 
rencana penggunaan D.ana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, 
maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk 
membahas dan menyepakati rericana penggunaan Dana Desa. Dengan 
demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB. Desa yang 
disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota harus dipastikan 
diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa. 

5. Tahap Review Rancangan APB Desa 
Bupati/walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa 

tentang A_PB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review 
dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang 
dibiayai Dana Desa memenuhiketentuan hal-hal sebagai berikut: 
a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul 

dan kewenangan lokal berskala Desa; . 
b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 

Desa; 

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Dcsa Tahun 2017 
dengan . mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas 
penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman 
Umum int. ' 
3. Tahap Penetapan RKP Desa 

' 
Kepala Desa berkewajibari menyampaikan kepada masyarakat Desa 

rancangan RKP Desa yang memuat renc'ana kegiatan-kegiatan yang akan 
dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah 
perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh 
BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk 
rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas 
dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam 
musrenbang Desa menjadi pedoman bag] Kepala Desa dan BPD dalam 
menyusun Peraturan Desa tentang R~P Desa, 

. ' 

i· 

.. 

.. 



BAB'IV 
PELA Pp RAN 

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati 

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan .Dana Desa merupakan 
proses penyampaian data dan/atau inforrnasi mengenai perkembangan, 
kemajuan setiap tahapan dari mekanisme · · penetapan prioritas 
penggunaan Dana Desa, Desa berkewajiban rnelaporkan penetapan 

· · Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas 

0 

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mernbina dan 
mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; 

2. Pembinaan dan · Pengawasan Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota,meliputi : 
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan derigan Dana Desa; 
b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana 

Desa; : 
c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana 

mDesa; dan · · · 
d. mernberikan bim.bingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan 

pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. 
3. Pernbinaan dan Pengawasan Camat meliputi: 

a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; 
b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait 

penggunaan, dan pengelolaan Dana Desa; dan · 
c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa. 

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan d.engan 
pendekatan pernberdayaan masyarakat Desa. Intirtya adalah masyarakat 
Desa didampirlgi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas 
penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai 
kegiatan-kegiatan, yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa' UU Desa 
memandatkan bahwa penyeienggaraan pemberdayaan inasyarakat Desa 
dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan dan· pengawasan pembangunan Desa. · 

· Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan 
kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis 
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan 
dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan 
masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam . ' peraturan perundangundangan. 

., 

A. PENDAMPINGAN 

BAB III 
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

c. tidak tum pang tindih dengan program/ kegiatan dari Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan 
APB Desa direricanakan sesuai denga.n mekanisme penetapan prioritas 
pengguriaan Dana Desa yang ' diatur dengan peraturan 
perundangundangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. 
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Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 mi 
disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh .'Desa dalam menyusun 
petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam 
rangka sosialisasi sebelurn proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi 
bahan .pertimbangan penyusunan dokurnen perencanaan di Desa 
khususnya Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) tahun dan Anggaran 
Pcndapatan dan Beianja Desa (APB Desa) 20171 dan dapat dikembangkan 
sesuai dengan kerf(lgan:ian kontekstual Desa-Desa di Indonesia. 

BABY, 
PENUTUP 

Pemberdayaan · masyarakat dan Desa tembusanya kepada Badan 
Keuangan Daerah sebagaimana Format terlampir yang dilengkapi dengan 
dokumen-dokumen sebagai berikut: .. 
a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
b. PeraturanDesa tentang RKP Desa; 
c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan 
d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 

2. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus 
Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara 

mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme 
laporan berkala. 

, Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan 
dengan kondisi dan keadaan yang ada. 

; 
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Conteh Format L.aporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota 
LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI/WALIKOTA 

PENETAPAN PRIOPJTAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 . 
KEGIATAN PRIORITAS - VOLUME PRIORITAS 

N PROV /KAB/KOT A PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYELENGGARAAN PEMBINA.A 
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Pemenuhan ke butuhan 
medis dalam mendukung 
kesehatan masyarakat Desa, 

c. Pengadaan kebutuhan 
medis [obat-obatan, vitamin, 
makan tam.bahan, dan lain­ 
lain) dalam mendukung 
kesehatan masvarakat 

Pemerruhan peralasan 
kesehatan masyarakat Desa, . . . 

b. pengadaap alat-alat 
• kesehatan untuk 

poskesdes/polindes , 

mendorong optimalisasi 
kegi.atan pelayanan kesehatan 
masyarakat. Pemenuhan · 
peralatan kesehatan 

' masyarakat Desa. 

Mewujudkan e-governmen·t di 
Desa. 

a. Pembangunan poskesdes, 
polindes dan balai ' 
posyandu.mendorong 
optimalisasi kegiatan 
pelayanan kesehatan 
masyarakat 

Pengadaan,perilbangunan 
dan pengembangan sistem 
informasi dan kornunikasi 
Desa 

4. pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan sarana 
prasarana informasi dan 
komunikasi. 

-memaksimalkan 
pemanfaatan sumberdaya 
sungai untuk pernenuhan 
energi cl..i Desa . 

- mernaksimalkan 
· pernanfaatan kotoran . 

ternak. · 

- meningkatkan kualitas 
j alan lingkungan Desa; 

- memudahkan transportasi 
hasil pertanian. 

membangun pembangkit 
listrik tenaga mikro hidro dan 
biogas · 

• 

b. pembangunan jalan 
lingkungan Desa _ 

- meningkatkan kualitas 
jalan poros Desa; 

- memudahkan distribusi 
hasil' pertanian, 

- mencegah kerusakan 
saluran air bersih 

.- menjamin pernerruhan , 
kebutuhan air bersih untuk 
penduduk 

a. pembangunan jalan poros 
Desa 

b. pemeliharaan saluran 
airbersih dari sumber mata 
air ke rumah-rumah 
penduduk. 

-memenuhi dan 
mendekatkan akses 
kubu tuhan air bersih untuk 
penduduk Desa; 

- mem bangun /pengadaan 
baru untuk bak penampung 
air hujan 

a.pembangunan/pengadaan 
tandon air/ bak 
penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata 
air. 

3. pembangunan,pengembangan 
dan pemeliharaan sarana 
prasarana energi. , t . . 

-:,2. pembangunan, 
· pengembangan dan 

pemeliharaan sarana 
prasarana 
transportasi 

l. pembangunan, 
pengembangan dan 
perneliharaan sarana 
prasaranan lingkungan . 
perrriukiman 

5. pembangunan, pengembangan 
dan perneliharaan sarana 
prasarana kesehatan 
masyarakat 

I A. Pembangunan Desa 

~------------------,-------=-------,-------,------······-·---- ----. KEG IA.TAN TU JUAN BI DANG 

Prociuk Unggulan 

: Desa Pegunungany Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat 
Tertinggal 

: Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Worrel dll) 

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 
Provinsi 
Kabupaten 
Kecamatan 
Des a 
Tipologi 

LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTER! DESA, 
PEMBANGUNAN · DAE RAH TERTINGGAL, DAN 
TRANSMIGRASI · 
NO MOR 22 TAHUN 2016 
TENT ANG 
PENETAPAN PRIQRITAS PENGGUNAAN 
DANA DESA TAHUN 2017 

i 
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meningkatkan kemampuan 
masyarakat dan Desa 
menyelesaikan sengketa. 
hukurn secara rnandiri 
tan pa rnelalui jalur 
pengadilan , 

~4. pengorganisasian masyarakat, a. pelatihan paralegal Desa 
fasilitasi, bantuan hukum 
masyarakat dan pelatihan 

• paralegal di Desa 

meningkatkan pengetapuru~­ 
masyarakat terhadap berbaga.i 
aneka dan cara pengolahan 
hasil pertanian clan usaha 
ekonomi lainnya. 

• t . . 

3. bantuan peningkatan 
kapasitas untuk program dan 
kegiatan ketahanan pangan 
Des a 

2. Peningkatan kapasitas pelaku 
usaha ekonomi Desa melalui 

pelatihan dan pemagangan. 

1. Dukungan kegiatan ekonorni . 
ba.ik yang dikembangkan oleh 
BUM Desa/BUM Desa 
Bersama. 

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

b. pelatihan pengolahan dan 
pemasaran hasil pertanian 
dan usaha ekonomi 

· lainnya.meningkatkan 
pengetahuan masyarakat 
terhadap berbagai 

merevitalisasi tradisi lumbung 
padi Desa; 

- rnemberikan pengetahuan 
penggunaan sarana 
prasarana. produksi 
pertan.ian dan usaha 
ekonomi lainnva 

- meni.ngkatka.n keterarnpilan 
penduduk mengelola 
pertanian orga.nik; 

- meningkatkan nilai 
Tambah komiclitas ekonom.i 
lokal 1------------------1 b. Pelatihan penggunaan 

sarana prasarana produksi 
pertanian dan usaha 
ekonomi lainnya 

a. pelatihan peningkatan 
kualitas musyawarah/ 

'rembug warga untuk 
menfungsikan kernbali 
tradisi lumbung padi/hasil 
pertanian lainnya. 

a, pelatihan pertanian 
organ.ik 

- meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan pengurus 
atau anggora dalam 
mengembangkan usaha 
ekonorni di Desa t---------------t---~------------·~ c. b~1tua.11 permodalan - membantu pengernbangan 
usaha ekonomi di Desa. 

b. pelatihan manajemen 
usaha'BUM Desa/BUM 
Desa Bersarna. 

- Meningkatkan usaha 
ekonorni di Desa, 

a. Penclirian dan 
pengembangan BUM 
Desa/ BUM Desa Bersama 

mendorong kesadaran petan.i 
memanfaatkan pupuk 
organik; 

- mengem bangkan usaha 
peternakan pendukung 
usaha pertanian 

- meningkatkan pendapatan 
peternak dan petani sayur 

d. pcmbangunan sarana 
prasarana pengolahan 
kompos/pupuk kandang 
untuk pupuk organik. 

c. pembangunan kandang 
ternak 

- meningkatkan a.kses 
pema.saran hasil produksi 
pertanian 

- meningkatkan pendapatan 
petani sayur 

- mengurangi ti.ngginya biaya 
produksi pengolahan hasil 

, pertanian. 
- meningkatkan pendapatan 

·petani savur 

.. 

b. pernbangunan pasar sayur 
mayur 

sayuran 
a. pernbibitan tanaman sa~r~ 

------------~-------------·----·- 
Pernbangunan dan memenuhi kebutuhan 
pengembangan gedung penclidikan dasar untuk anak 
PAUD balita/usia dini 

"1. pengadaan, pembangunan, 
pengembangan dan 
pemeliharaan sarana 
prasarana usaha ekonomi 
pertanian yang berskala · 
produktif dan usaha ekonomi 
lainnya yang meliputi 
produksi, distribusi dan 
pemasaran untuk ketahanan 
pang an, 

6. pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan sarana • prasarana pendidikan, sosial 
dan kebudayaan 

i 
i :· 
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•, 

• 

·- b. pelatihan penyelesaian - meningkatkan 
mediasi sengketa hukum penyelesaian sengketa 
berkaitan pengelolaan aset hukum dalam penggunaan 
Desa serta penyimpangan aset Desa. 
penggunaan keuangan - meningkatkan pencegahan 
dan aset Desa. clan penanganan koru psi 

5. Sosialisasi dan edukasi a. Sosialisasi ancaman - meluaskan pemahaman 
kesehatan penyakit di Desa masyarakat Desa tentang 
masyarakat, . ancaman penyakit di Desa. . b. Edukasi gerakan hidup - mendorong perilaku hidup 

bersih dan sehat di Desa, bersih dan sehat. 
6. program/kegiatan lainya yang 

sesuai -dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi 
Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa . 

I ,: 
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penyediaan pelayanan 
ke.seh.atan masyarakat 
Desa. 

menyediakan ruang 
prornosi hasil produksi 
pertanian 

b. perigadaari alat-alat · . Pemenuhan peralatan 
kesehatan untuk poskesdes kesehatan masyarakat 
/ polindes ~------:-c--~D~e~s.~a_._-;----;--;---:-·~---i l-------------+----t-;c:-. t=P~e~n;-;;g;;a~d~a;an;· kebutuhan medis Pemenuhan kebutuhan 
(obat obatan.vitamin, makan medis dala mendukung 
tambahan. ,\;m lain-lain) kesehatan masyarakat 
dalam mendukung Desa. 

a. pembangunanposyandu I 
poskesdes / polindes 

e. pembangunan ruang 
prornosi produk hasil 
pertanian 

- memudal .kan a.kses 
petani pa· · /jagung 
pada pu fl : rusa t 
penggill. •: i 

pndi Ii, ,gung; 
- mengurangi bi,,·.-,, 

produksi tinggi 
pengolahan basil 
pertanian. 

d. pembangltmi.11 -~-:"irana 
prasarana pent: .. 1,1han hasil 
pertanian serta ; "ngadaan 
mesin pcnggilingan padi 
dan mesin ponepung biji­ 
bijian 

- mendorong 
kemanfaatan daur 
ulang sampah untuk 
mengurangi 
pencemaran lingkl:mgan 

- mcnjamin kelancaran 
paso kan air ke areal 
pert anian. 

- menjaga kualitas 
bangunan saluran 
irigasi. 

c.pembangunan dan 
pengembangan saran i't 
prasarana pengolahan 
pupuk kandang / kompos I 
bank kompos. 

b .. Pfmbangu11,m d-an--.----- .. 
pemeliharaan sarana 
prasarana pem bibitan 
tarraman pangnn 

. . .. 
·· mendorong 

. pcngembangan pusat 
pembibitan tanarnan 
pangan 

- m<>ngurru · ~i 
kctorgant ngan petani 
1:·rh;iclap · .• bit 

~----------· ... --1---P:'!·. :i,_~ ... ------l 
- mt~111'11ron1~ kesadaran 

masy rkat P" I :111 i 
dalam n .iggunakan 
pupuk 1-.. :,dang/ 
kompos/ i ink kompos; 

3. pengadaan, pembangunan, 
pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana kesehatan · 
masyarakat 

-----------------···--+-----------·· ·- 
H. pembangunan clan 

perneliharaan salur.in 11 :gasi 
te rsier. • ' 

2. pengadaan, pembangunan, 
pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana produksi dan 
pemasaran hasil usaha pertanian 

c. Pengadaan fhm 
pengernbangan sarana 
prasarana daur ulang 

.sarnpah · 

---------------+-··· 
- n .. · · idororig 'masyarakat 

lr .nggungiawab 
, .... · -idap pengelolaan 
:-;., .. ·i.,1ah secara mandiri 

b. pengadaan clan 
pengernbangan sa.rana 
praaarana pcmbuangan 
sampah Desa/ bank sampah 

' Desa 

·rmukiman. 

, umingkatkan kualitas 
-lan Desa: 
n-mudahkan akscs 

a. pernbangunan jalan Desa. l.pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana lingkungan 
permukiman 

Bidang Kegiatan ,' 1--------------------+-------------'----·· IA. Pembangunan 

,------- -----, 
Tujuan 

Contoh Model 
Provinsi 
Kabupaten 
Kecamatan 
Desa 
Tipologi \ · Desa Daratan/Hamparan, 'l'ariamari Pangan/lndustri Bahan 

Pangan, Berkem bang • 
Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (I ·i, rn s. .Jagung] 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 
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- meningkatkan 
kuantitas dan kualitas 
pengolahan hasil 
pertanian 

- meningkatkan nilai 
tarnbah komiditas 

b. pembentukan pos pelayanan 
teknologi perDesaan untuk 
pen era pan teknologi te pat 
gun a 
pengolahan hasil pertanian 
tanaman pan.gan 

- meningkatkan 
keterampilan penduduk 
di pengolahan hasil 
pertanian pangan: 

- meningkatkan nilai 
tambah komiclitas 
ekonomi lokal. 

a. pelatihan pen&olahan bahan 
pang an 

2. Peningkatan investasi ekonomi 
Desa melalui pengadaan, : 
pengembangan atau bantuan alat 
alat produksi, permodalan, .: 
pemasaran dan peningkatan 
kapasitas melalui pelatihan, dan 
pemagangan. 

- meriingkatkan sumber 
sumber penerimaan 
Desa dengan 
mengembangkan 
kerjasama antar 
BUMDesa; 

- memperluas wilayah 
pasar clan 
meningkatkan daya 
tawar BUMDesa 

cl. pengembangan kerjasruna 
I perdagangan an tar BUM 
Desa. 

- meningkatkan 
kapasitas pengelola 
BUM Desa / BUM Desa 

· Bersama. 

- memperkuat 
permodalan BUM Desa 
yang dirniliki Desa 

- meningkatkan 
keuntungan BUMDesa 
untuk penambahan 
Pendapatan Asli Desa 

- meningkatkan akses 
pasar petani yang 
dikelola 

0secara 

bersama-sama 
- meningkatkan nilai 

tambah komiditas 
ekonorni lokal . 

c. pelatihan manajemen 
perencanaan bisnis dalam 
pengelolaan )3 UM Desa / 
BUM Desa Bersama. . . . 

1. Dukungan kegiatan ekonomi baik 
yang dikembangkan oleh BUM 
Desa/BUM Desa Bersama. 

B.Pemberdayaan Masyarakat Desa 

.,- mernaksimalka.11 
kemanfaatan sumber 
daya alam untuk 
penerangan 
Desa. 

meningkatkan penyertaan 
modal di BUM Desa/BUM 
Desa Bersama, 

melestarikan situs-situs 
bu day a. 

a. pengembangan usaha 
perdagangan yang dikelola 
oleh BUM Desa/BlfM Desa 
Bersama, 

Pemenuhan ke butuhan 
· pendidikan dasar untuk 
· anak balita/usia dini t--~~~~~~~~~~~~~-t-~ 
Penyediaan informasi 

· dalam meriingkatkan 
pengetahuan masyarakat 
Desa. 
- menggerakkan kernbali 

seni traclisi rakyat Desa; 
- memfasilitasi 

pelestarian seni traclisi 
rakyat dan peninggalan 
benclabenda purbakala 
clan bersejarah. 

a. membangun rintisan listrik 
tenaga mikrohidro, tenaga 
surya, dan biogas 

d. memperbaiki bangunan 
cagar budaya [rnisalnya 
punden.candi, sarkofagus, 
dan lain-lain) 

c. pembangunan dan 
pengembangan taman seni / 
musium Desa. 

' 

b. pembangunan dan 
pengem bangarun 
perpustakaan Desa 

I 

a. Pembangunan dan 
pengembangan PAUD 

6. Program/ kegiatan lain ya yang 
sesuai dengan analisis kebutuhan 
dan konclisi Desa yang cliputuskan 
dala.m musvawarah Desa, 

5. pembangunan dan pengernbangan 
sarana wasrrana energi baru 
'terbruukan serta kegiatan 
pelestarian lingkungan hidup 

4. Pembangunan, pengernbangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana 
penclidikan, sosial dan kebudayaan 

; 
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7. program kegiatan lainya yang 
sesuai dengan kondisi Desa dan 
telah diputuskan dala:fn 
M usyawarah Desa. 

pengembangan energi 
alternatif untuk 
pengolahan hasil 
pertanian 

Meningkatkan 
pencegahan dampak 
nezatif pupuk kirnia; 

- meningkatkan 
penyelesaian sengketa 
hukurn dalam 
penggunaan aset Desa, 

- meningkatkan 
pencegahan dan 
nenanzanan korupsi 

pelatihan pemanfaatan limbah 
organik rurnah tangga dan 
pertanian serta limbah 
peternakan untuk energi 
biozas ' 

sosialisasi dampak negatif 
pupuk kimia terhadap 
kesehatan manusia 

b. pelatihan penyelesaian 
mediasi sengketa hukum 
berkaitan pengelolaan aset 
Desa serta penyimpangan 
penggunaan keuangan dan . 
aset Desa. 

meningkatkan 
pengetahuan masyarakat 
tentang teknologi 
pengolahan hasil 
pertanian untuk 
ketahanan pangan. 

------1 
meningkatkan 
kernampuan Desa 
menyelesaikan sengketa 
hukum secara mandiri 
tanpa melaluijalur 
ne nzadilan 

a. pelatihan paralegal Desa. 

inenghidupkan lumbung 
Desa untuk ketahanan 
Pangan 

: 

- memperkuat kapasitas 
strategi pemasaran 
produk lokal Desa. 

- mengenalkan produk 
kerajinan dan industri 
rumah tangga kepada 
pasar, 

6. peningkatan kapasitas kelompok 
masyarakat untuk energi 
terbarU:kan dan pelestarian 
lingkungan hidup 

5. prornosi dan edukasi kesehatan 
masyarakat serta gerakan hidup 
bersih dan sehat. 

• t 

4. pengorganisasian masyarakat, 
fasilitasi, bantuan hukum 
masyarakat dan pelatihan paralegal 
di Desa 

j 

b. pelatihan teknologi tepat 
guna pengolahan dan 
penyimp8;11an bahan pangan 
hasil pertanian. . . 

a. musyawarah/rembug warga 
untuk menfungsikan 
kernbali tradisi lumbung 
padi/hasil pertanian 
lainnva. 

e. pelatihan e-rnarketing dan 
pembuatan website 'untuk 
pemasaran basil produksi 
pertanian 

d. pameran basil produksi 
pengelolahan tanaman 
pang an 

- meningkatkan 
kernandirian petani 
dalarn menyediakan 
pupuk kandang 

- menciptakan 
pcndapatan tambahan 
baai petani · 

c, pengadaan induk sapi dan 
inseminasi buatan yang 
dikelola oleh gabungan 
kelompok tani 

3. bantuan peningkatan kapasitas 
untuk program dan kegiatan 
ketahanan pan~an Desa 

. ' 

l'i 
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- mendorong 
kemampuan nelayan 
budidaya untuk 
mencukupi 

• menyediakan ruang 
terbuka yang aman 
dan nyaman bagi 
kegiatan budaya lokal 

. yang memiliki nilai wisata; 
- roendorong interaksi 

sosial dan budaya 
lokal tetap terjaga; 

.- mencukupi 
.kebutuhan informasi 
dan pengetahuan 
wisatawan tentang 
terumbu karang, 
penyu. ikan dan jenis 
flora/ fauna laut 
lai.nnya terkait paket 
wisata pantai dan laut; 

- meningkatkan 
kenyamanan 
wisarawan. 

- meningkatkan 
kesehatan warga 
masyarakat Desa .. 

• mernperkuat Tebing / 
bibir pantai lokasi wisata 
pantai; 

- mengurangi ancaman 
abrasi erosi pantai: 

- mengernbangkan 
keindahan kawasan 
pandang pantai. 

a. rnembangun pusat 
budidaya, pembenihan dan 
keramba ikan kerapu, 
konservasi tukik penyu clan • 

c. membangun fasilitas 
penunjang acara tradisi 
"sedekah laut". 

b. penambahan bahan-bahan 
promosi dan buku 
pendidikan 
tentang pantai dan laut. 

c, pengadaan tambahan 
peralatan kesehatan untuk 
poskesdes 

a. membangun panggung 
hiburan di ruang publik 
pantai; I 

• 

b. rehabilitasi dan 
penambahan 
unit fasilitas jam ban publik. 

a; pernbangunan tambahan 
ruang rawat inap Poskesdes 
{posyandu apung/perahu). 

b. rehabilitasi dan 
pemeliharaan Jogging track 
wisatawan. 

a. pernbangunan tembok laut 
kawasan wisata Laut 

sernbarang 1--~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~-"'--~~~--~ 
- melengkapi 

kebutuhan sarana 
prasarana kesehatru1. __ 

- menyediakan arena 
untuk atraksi seni 
budaya cli kawasan 
pantru. 

- mengembangkan 
fasilitas layanan 
kesehatan untuk 
masyarakat dan 
wisatawan. 

- menyiapkan unit 
·. untuk penanganan 

darurat, ~~~~~~~~~~~~~~-1--__:c..:.::..~,;,,;.,.;,~~~~~-··- 
- memberikan kenyamanan 

fasilitas 
publik 

- mengurangi perilaku 
masyarakat dan 
wisatawan BAB 

4. penge'mbangan usaha ekonomi 
masyarakat, meliputi 
pem bangunan 
dan pemeliharaan sarana 

• • 
3. pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pen4iiclikan, sosial dan 
kebudayaan 

2. pembangunan, pengembangan 
clan pemeliharaan sarana dan 
prasararia ke sehatan 
masyarakat 

1. pembangunan, pengembangan · 
dan pemeliharaan infrastruktur 
lingkungan permukiman 

A. Pembangunan Desa 
Kegiatan Bidang Tujuan 

Desa Peslslr, Mina-Laut, Mandiri/Maju 
Desa Wi'sata 

Prloritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Contoh Model 
Provinsi · 
Ka bu paten 
Kecamatan 
Des a 
Tipologi 
Prociuk Unggulan 

: 

' , 

i 
' 

: 

I 1 



' '• 

· 7 meningkatkan 
pengetahuan dan 
keterampilan 
budidaya hasil laut 
dan konservasi. 

- mendorong 
produktivitas ekonorni 
buctida a laut dan 

a. Pelatihan benih kerapu, 
tukik 
dan budidaya cernara laut 
dan 
bakau, 

1. peningkatan investasi ekonomi 
Desa melalui pengadaan, 
pengembangan atau bantuan 
alatalat produksi, permodalan, 
dan peningkatan kapasitas 
melalui pelatihan dan 
pemagangan 

B. Pemberdayaan Mas arakat Desa 

- menyediakan Kebutuhan 
perlengkapan pengelolaan 
sampah rumah tangga, 

- mengolah sampah dan 
rnenjadikan nilai guna 
limbah untuk 
pengem bangan energi 
dan kepentin2an lain. __ 

c. pengadaan sarana 
prasarana pengelolaan 
sampah terpadubagi rumah 
tangga dan kawasan wisata; 

6. program kegiatan lain ya yang 
sesuai dengan kondisi Desa dim 
telah diputuskan dalam 
Musyawarah Desa dan 
Musyawarad Perencanaan Desa. 

- mengurangi resik.o 
pengikisan pantai, 
bencana perembesan 
air laut ke sumur 
warga dan penahan 
alami bencana 
tsunami; 

- mengembangkan 
·. paket wisata bahari 
- meningkatkan PADes 

karang: 
- meningkatkan 

kernanfaatan aset 
Desa. 

- mengernbangkan 
paket wisa~a ~ah~i 

- meningkatkan PADes 

- melestarikan penyu 
- melestarikan terumbu 

b. pembibitartj'penanaman 
cemara laut dan bakau. 

a. pelestarian/ perlindungan 
penyu dan terum bu karang 

b. rehabilitasi dan perluasan 
tarnbatan perahu. 

5. pembangunan dan · 
pengembangan sarana­ 
prasarana energi terbarukan 
serta kegiatan 
pelestarian lingkungan hidup 

i 

memancing; 
- mendorong 

meningkatnya PADes. 

• . . 
' . . . 

' 
' 

c. rehab pasar ikan milik Desa - meni.ngkatkan 
pelayanan transaksi 
hasil laut; · · 

- mengembangkan 
po rerisi Interaksi 
warga-wisatawan 
untuk membeli 
produksi laut segar; 

- men.dorong 
meningkatnya PADes. 

- mendorong 
meningkatnya 
pendapatan 
petani/ nelayan dan 

----~~-~~~~~--~~~-1-~s_e~k_ali~~·~gu-'--s~·P~A~D-'--es_.~~-~ 
- membuka akses dan 

meningkatkan 
produksi tangkapan; 

- meni.ngkatkan 
pelayanan wisata 

'. 

1 'i 

.-~~-:--:--:-:----:-:---:-:~-,-~~~---c.--~~~~~~~~~~~~~-r--~~~--~_:_~~~--~ 
produksi dan distribusi produksi ikan, 

- mengem bangkan 
tempat konservasi dan 
fasilitas paket wisata 



I 
b. Kursus/ pelatihan kerajinan - meningkatkan nilai 

! • tangan berbahan baku ekonomi bahan baku 
limbah lokal. 
laut (kerang, kayu, bakau - meningkatkan ~ dan keterarnpilan 

I cemara lau t). ' 
' 

membuat kerajinan 
. tangan berbahan 

' .lokal.t . c. pelatihan kuliner dan • ._ meningkatkan 
pengernbangan makanan pengetahuan dan 
lokal kuliner. 

! sebagai kornoditas .strategi - memproduksi olahan 
: 'e.konomi-wisata hasil laut dan 

sejenisnya sebagai 
penunjang sektor 

• • wisata . . 
2. dukungan kegiatan ekonomi a. pelatihan kewirausahaan - mendorongtumbuhnya 

I baikyang dikembangkan oleh Desa untuk .pemuda. rninat kewirausahaan 
i BUM Oesac!.an/atau BUM Oesa ' . 

' bagi kalangan pemuda 
' Bersama, maupun oleh De sa. 
I kelompok danlembaga ekonomi I 
I rnasvarakat Desa lainnva, 
' b. pengembangan bisnis dan - mendorong pemerintah 

I pernetaan kelayakan Desa, BPD dan 
BUMDesa dan BUMDesa masyarakat Desa : Bersama. mengetahui posisi 

strategis unit bisnis 
yang akan clikembangkan 

I melalui BUMDesa 
I dan/atau BUMDesa 
I 

I: . Bersama. ; 
3. bantuan peningkatan musyawarah/ rem bug warga menghidupkan kembali 

! . kapasitas untuk program dan untuk menfungsikan kembali tradisi ketahanan pangan 
~ kegiatan ketahanan pangan tradisi lumbung padij'hasil dengan mengembangkan 

pertanian lainnya. lumbung padi, 

i s 4. pengorganisasian masyarakat, a. pelatihan paralegal rnelatih keterampilan . fasilitasi, bantuan hukum warga Desa untuk 
masyarakat dan pelatihan mernetakan dan 
paralegal di Desa menyelesaikan masalah 

melalui jalur di luar 
pengadilan. 

b. pelatihan penyelesaian melatih keterampilan bagi 
mediasi sengketa aset di warga De sa ·tentang 
Oesa untuk warga Desa. penyelesaian sengketa 

aset tli Desa, 
5. promosi clan edukasi kesehatan a. festival makanan olahan - mengangkat keunggulan 

masyarakat serta gerakan hidup hasil.laut ekonomi menu laut; 
bersih dan sehat . - sebagai ruang promosi 

produk olahan 
rnakananberbasis 

; 
potensi lokal; 

- mendorong gaya 
hidup sehat ala 
pesisir. . 

b. lomba melukis/menulis - mengerialkan pola 
keindahan alam dan hidup hidup bersih sejak 
bersi dan sehat "anak dini kepada anak dan 
pantai". orang tua; 

: - mencari bakat anakanak 
I pantai; 

- paket wisata. 
6. dukungan.terhadap kegiatan a. pelatihan pengolahan hasil membekali keterampilan 

pengelolaan pantai untuk laut dan pantai untuk perigolahan sunber daya 
kepentingan Desa; petani ' laut dan pantai untuk 

... budidaya dan nelayan para pe tani dan nelayan 
tangkap; . b.membentuk /rnemperbaharui mendorong berfungsinya 

.. kelembagaan lokal untuk kembali kelembagaan 
rnenjaga kelestarian pantai lokal Desa yang memiliki ;, 

dan laut termasuk bakau, peran terhadap produksi 
1 -- - - -'- -l..,,_ -,..1.,..,+-,ri,:,n 



,1. 

;; 

I' 

·--··· ·- wilayah lingkungan laut. 
tangkap dan pelestarian 
lingkungan lau t. ------ --- -··--- 

7. progr'am kegiatan lainya yang . 
sesuai dengan kondisi Desa clan 
telah diputuakan dalam . 
Jvl usyawarah Desa. • 

I• 



,1, 

No Uraian 
Besaran Uang (Rp) 
Setiap Peserta 

1 Kontribusi ' Rp. 4.500.000,- 

2 Transport Lolak ke Bandara - Pergi Pulang (PP) Rp. 900.000,- 

3. Transport Pesawat .:.. Pergi Pulang (PP) Rp. 5.000.000,- 

4 Uang Harian@ 750.000,-/Hari x 4 hari Rp.3.000.000,- 

3. KHUSUS PERJALAN~N DINAS UNTUK BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) 
LUAR DAERAH PROVINS! : 

. 
Besaran Uang (Rp), 

No Ternpat Tujuan Perjalanan Dinas Sangadi dc111 Perangka t Desa clan 
Ketua BPD Anzzota BPD - ·---· 

Kecamatan • . 
75.000,- 50.000,- 1 • 

' . 2 Kabupaten Bolaang Mongondow . I 150.000,- 100.000,- . 
Luar Daerah dalarn Provinsi Sulawesi . ' 3 Utara 300.000,- 250.000,- 

' 
4 Luar Daerah Provinsi Sulawesi Utara 750.000,-: 750.000,- 

' 
• 2. UANG HARIAN DALAM RANGKA ~PERJALANAN DINAS UNTUK 

APARATUR PEMERINTAH DESA DA~ BPD 

Besaran Uang (Rp] 
• • 

No Tempat Tujuan Perjalanan Dinas Sangadidan Perangkat Desa 
Ketua BPD clan Anggota 

• • BPD . • 1 Dala.m Wilayah Kecamatan 35.000,- 35.000,- 

2 Dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow radius · 70.000,- 70.000,- sampai dengan 25 km .. 
3 Dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow radius 80.000,- 80.000,- d.iatas 25 km sampai dengan 50 km • 

4 Dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow radius 100.000,- 100.000,- diatas 50 km 
soo.ooo.. 500.000,- 

5 Luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara Dibayar Dibayar 
secara Riil secara Riil 

5.000.000,- '5.000.000,- 
·6 Luar Daerah Provinsi Sulawesi Utara ' Dibayar Dibayar 

I 

secara Riil secara Rill 
Khusus Desa Kolingangaan dan Desa Pomornan ke 200.0QO 200.000 Kecamatan . . 

.. 

' 
1. TRANSPORT PERJALANAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA 

DAN BPD: 

' BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIA.YA UANG HARIAN 
APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BPD 

TANGGAL TAHUN 2017 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

TAHUN 2017 NO MOR 
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

' ' 
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Keterangan : 
1. Biaya penginapan perjalanan dinas dibayarkan secara riil 
2. Satuan biaya penginapan oenaianen dinas, merupekan patokan batas tertinggi yang 

menjadi dasar pembayaran. 
3. Dalam hal pelaksana SPD tidak mencounaken fasilitas penginapan, maka kepada ' . . . 

yang bersangkuta dibertkan btava penqlnapar! sebesa.r 30 % (tiga puluh perseratus) 
dari tarif dalam tabel ini, · 

NO TEMPAT Tl:.JJUAN BESARAN UANG ( Rp) 

1 OKI JAKARTA 500.000 

2 JAWA BARAT 500.000 
: 

3 JAWATENGAH 500.000 ·. 
I 

4 JAWA TIMUR 500.000 

5 D.I. YOGYAKARTA 500.000 

6 BALI 500.000 

7 SULAWESI SELATAN 500.000 

8' MANA DO • 400.000 

9 . BITUNG 
. 400.000 • 

10 TOMOHON . 400.000 
' 

11 MINAHASA .• . 400.000 

12 MI NAHASA UT ARA 400.000 : 

. 
13 . MINAHASA SELATAN . 400.000 

14 KEPULAUAN SIT ARO 400.000 
I ' 

15 KEPULAUAN SANGIHE 400.000 
' • . 16 KEPULAUAN TALAUD I 400.000 

4. SATUAN BIAVA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI DAN LUAR DAERAH 
DAL.AM PROVINS! 

.------------------------··-· --* ... 



/. 

j 

4. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga 
sebenarnya (mark up), yang berakibat kerugian yang diderita bagi negara,. 
bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. 

; 
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Nama . 

' .. /, 

Pelaksana SPD 

Dibuat 'di . 

Pad a tanggal . 

..................................... ,: . 
V. Penutup 

········································.···················································.·····················:····· 

.. 
IV. Kesimpulan dan Saran 

III. Hasil yang dicapai 

;: . 
Kegiatan yang dilaksanakan II. 

················································································································· 
C. Maksud dan Tujuan 

················································1······························································· . 
B. Landasan Hukum 

.................. · ., . 

I. Pendahuluan. 

A. Umurri/Iatar belakang 

. . I 

•. . . . ' ' . . 
Perjalanan Dinas Jabatan .. ,. : .. 

LAPORAN HASIL PELAKSANAJ.\N PERJALANAN DINAS . 

·· .. ·· 
LAMBANG DAERAH 

KOP NASKAH DINPiS 

TANOGAL TA HUN 2017 
, TENTANG : LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS 

TAHUN 2017 NOMOR 
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 



,i, 

Nama . 
i 

Pelaksana SPD 

Dibuat di : 

Pad a tanggal . 

V. Penutup 
····················································································································· 

IV. Kesimpulan dan Saran 

O I I I t t I t I I I O I t I I I 1 I I I I O I ~ t O O I I I I I O I I t t I t I I I t t I t I I I t I O I I t I I I I I O I I I I I I I I I I t O t I I t I I I I I O I I I I I I I I O I I I I I I I o I I t 1 1 I o I I t I I t t I 

III. Hasil yang dicapai 
·················:··································································································· 
Kegiatan yang dilaksanakan I I. 

'''' •' •'''' '' ''''' '' '''''•'•••I•,'''•'''''''''•'''•···;;,'''•'''''••''•''''''''••''''•''''''''''''•''•''''''••••••' •. 
C. Maksud dan Tujuan 

• ·········································'·,··:································································· 
' I 

B. Landasan Hukum 

I. Pendahuluan. 

A. Umum/latar belakang 

Perjalanan Dinas Jabatan , : . 

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

KOP NASKAH DINAS : -··. >. I 
I• .. I\/.':./ 
) \··/ )j \ 
l. v: r: · .. ) 

.: ~ ,,./ 

LAMBANG DAERAH 

TENTAN{; ~: LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS 

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOM0R TAHUN 2017 

I', 

TAHUN 2017 TANGGAL ·, 



----- --· ------------ 

Kode Rekening Pendspatan dao Belania 

I PENDAPATAN 
I i Pendapatan Asli Desa - 
I I I Hasil Usaha 
I I 2 Swadaya, Partisipasi 
1 I 3 Lain-lain Pendanatan Asli Desa yang sah . 
I 2 Pandapatan Transfer 
I 2 I Bazian dari hasil naiak & retribusi daerah kabupatcnlkota 
I 2 ·2 Alokasi Dana Desa · 
I 2 3 Bantuan Keuanzan 
I 2 -4 Bantuan Provins] 
I 2 5 Bantuan Kabunaten/Kota . 
1- - 3 Pendaoatan Lain-Lain - - 
I 3 I Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 
I 3 2 Lain-lain Pendapatan Dcsa yang sah 

2 Belanja - - 
2 Belaaia Pezawai 
2 . I I Penzhasilan Keoala Desa dan Perangkat 
2. I 2 Tunjangan Kepala Desa dan Peranakat 
2 I 3 Tuniangan BPD 

2 2 Belanja Barang 
2 2 I Upah Kerja 
2 2 . 

2 Honor 
2 2 3 Alat Tulis Kantor .. 

.• .. • •> 

2 

5 
5 

3 Ke iatan . 

, _, 
3 

Keziatan Pembinaan Ketcntrarnan dan Ketertiban 
Bidan Pembinaan Kernasvarakatan 

3 
2 

2 
2 
2 

Bidan Pelaksanaan Pembanzunan 2 

4 
3 
2 

Bi dang 

Kode Rekening 

LAMPlRAN vr PERATURAN BUPAT[ BOLAANG MONGONDOW 
NO MOR - TAHUN 2017 
TANGGAL 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

... 

---------------------=-----------------------------·----·-·· ---·------------------· 



2 2 4- Benda Pas 
2 2 5 Pakaian Dinas dan Atribut 
2 2 6. • Pakaian Dinas 

·-- 
2 2 7 Alar dan Bahan Kebersihan 
2 2 8 • Perialanan Dinas 
2 2 9 Pemeliharaan 
2 2 «r Air, Listrik, dan Teleporr" 
2 2 11 Penzgandaan 
2 2 12 Kornsurnsi Rapa! - 
2 2 13 Bahan Pelaiihan 
2 2 14 Obat-obatan 

Sewa 

·- 

2 3 "Bclanja Modal 
2 3 I Kornputer 
2 3 2 Meja dan Kursi 
2 3 3 Mesin TIK 
2 3 4 Semen 
2 3 5 Material 
2 3 6 As pal - 
2 3 7 Pasir 
2 3 8 Ost ................. .......... 

. - 
3 PEl\1BlA v AAN 
3 I Penerirnaan Pembiayaan 
3 I I SILPA 
) I 2 Pencairan Dana Cadanzan 
3 I 3 Hasil Kekavaan Dcsa Yana dipisahkan 

3 2 Pengeluaran Pembiavaan 
3 I I Pembcntukan Dana Cadanzan .. 

3 I 2 Penyertaan Modal Oesa 

.. 



.. I. 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan ·Pasal 25 ayat (5) Peraturan 
Bupati Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan · Keuangan Desa, Rancangan 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa) ditetapkan dengan Peraturan Desa; · 

b. bahwa Rancangan Peraturap. Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana 
dimaksud pada · huruf a, telah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa; .. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan 
Peraturan Desa' (nama desa) tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa 
(nama desa) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) Tahun Anggaran .. ...... ; 

• • 

SANGADI (nama desa) , 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
ANGGARAN,PENDAPATAN DAN BELAJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ...... 

RANCANGAN PERATURAN DESA (nama desa) 
NOMOR. .... TAHUN ..... 

i 

SANGADI (nama desa) 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa 

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA 
ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT 
PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB . . 

BELANJA, PENATAUSAHAAN., LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 'APBDESA 
SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 

.PELAKSAN.AAN APBDESA 

LAMPIRAN _VI PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NO MOR : TAHUN 2017 
TANGGAL TAHUN 2017 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 



: 1. Uridarig-Undarig Nomor 29 Tahun . 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1882); . . 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun' 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200~ tentang 
Perimbangan Keuangan Antara . Pemerintah Pusat dan 
Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republi'k Indonesia 

: ., 
Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran · 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 . Nornor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia'. Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahuri · 2014 : .. tentang Desa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun.2014 Nomor 7 
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 

7 .. Undang-Undang Nomor 23 . Tahun 2014 . tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan · Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 581 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); ' 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

t Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nornor . 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6. Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Nomor 5539); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2014 tentang Dana· 
Desa yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan. dan 

Pr 

i 

Mengingat 



~· 

RANCANGAN PERATURAN DESA (nama desa) 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA TAHUN ANGGARAN (diakhiri tanda 
titik) 

Menetapkan 

. MEMUTUSKAN,: 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DES~ (nama desa) 

dan, · 
SANGADI (nama desa) 

.• Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indo,nesia Tahun 
I • 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembarari · Negara Republik . .: 
Indonesia Nomor 5558); . . · : 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemberitukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Tahun 2014 Nomor 32); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri · Nornor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 ~4 Nomor 2091); 

13. Peraturan Mer:teri Dalarn- .Ne'geri Nomor· 113 Tahun 2014 
tentang Perigelolaan Keuangan D~sa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); · · 

14. Peraturan Menteri Desa Nomor ,22 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.07/2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, :Penyaluran, ·Penggunaan, 
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 
24 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa 
Pernerintah Kabupaten Bolaang . Mongondow Tahun , 
Anggaran 2 0 16; 

17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Pernbagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow 
Tahun 2017; 

18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun 
2017 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Penghasilan 
Tetap Kepala Desa ·dan Perangkat Desa yang bersumber dari 
Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bolaang rnongondow Tahun 2017; 

19. Peraturan Bupati Bolaang Mongoridow Nornor . . . . Tahun . 
2017 ten tang. Pedornan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun ~O 17; 

20. Peraturan Bupati . Solaang Mongondow Nomor .. . Tahun 
· 2017 ten~ang Pedornan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 
Nomor .... ); 

i 



Pasal 5 

,l. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi dan/ a tau Keputusan Sangadi guna 
pelaksanaan Peraturan Desa ini. 

Pasal4 

Lampiran-lampiran .sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 merupr,kan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasa13 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud Pa'sal 1, tercantum dalam Larnpiran Peraturan Desa 
ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal2 

= = = = = = ·= = = ====== i 

Rp. ···············:·····;····· 

Rp. :··························· 
Rp . 

3. Pem biayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan ( a-. b ) 

' I - - - - - - - - - --- 

Rp.: . 

RP:······.······················ 
Rp.'. . 
Rp . 

Rp . 

RF?····························· 
Rp : . 

2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa 
b. Bidang Pernbangunan 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bidarig Pemberdayaan Masyarakat 

e. Bidarig Tak Terduga 

Jumlah Belanja 
Surplus/ Defisit 

Rp . 

Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian 

sebagai berikut: 

l. Peridapatan Desa 

Pasal 1 



:/· 

. i 

Cata tan: , . 
1. Penulisan semua produk hukurn merigguriakan jeriis huruf Bookman Old 

Style ukuran 12 di atas kertas F4 /Legal 

. ,· . 

······· ········:···························· i 

Diundangkan di (nama desa) 
pad a tanggal . 

SEKRETARIS DESA (narna desa) , 

(nama tanpa gelar dan pangkat) 

SANGADI(nama desa) , 
' 

Ditetapkan di (nama desa) 
pada tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Desa ini dalarn Lembaran Desa dan Serita Desa oleh Sekretaris 

Desa. 



/, 

KODE URAIAN ANGGARAN KETERANG 
REKENI (Rp.) AN 

NG ' 

1 2 ·3 I 4 
1 PENDAPATAJ':,.l I 

1 1 Pendapatari Asli Desa 
1 1 1 Hasil Usaha 
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong 

Rovong • 
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang 

,sah .. ' . ·-·-- • 
1 2 Pendapatan Transfer 
1 2 1 Dana Desa 
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &. retribusi . . 

daerah kabupaten/ kota 
1 2 3 Alokasi Dana Desa 
1 2 4 Ban tuan Keuanzan ' 
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten I Kota 

' 

1 3 Pendapaiari Lain lain I 

1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak 
ketiga vanz tidak menzikat ' 

1 3 2 Lain-lain Pendapatan besa yang aah . . 
'JUMLAH PENDAPATAN · 

I 

2 BELANJA 
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemeriritahari 

Des a • 
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan , • 
2 1 1 1 Belania Pezawai. ,· . 

' 
- Penghasilan Tetap , Sangadi · dan 

Perangkat I 
' - Tunjangan Sangadi dan Perangkat 

- Tunjangan BPD 
2 1 2 Operasional Perkantoran 
2 1 2 2 Belania Barang dan Jasa 

-Alat Tulis Kantor 
- Benda POS 
- Pakaian Dinas dan Atribut 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (nama desa) 
TAHUN ANGGARAN . 

PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN : . 

LAMPIRAN PERATURAN DESA (nama desa) 
NOMOR : TAHl)N . 
TANGGAL :.( tanggal di tetapkan) 
T8NTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 

ANGGARAN ... :·,. . . 

i 



' I 

1 
,/, 

~ Pakaian D inas 
- Alat clan Bahan Kebersihan \ 

' - Perjalanan Dinas · 
- Pemeliharaan 
- Air, Listrik.dan Telepon 
- Honor 
- dst ....................... 

2 1 2 3 Belania Modal I 

- Komputer 
- Meja pan Kursi 
- Mesin TIK 
- dst ................ · .......... 

: 
2 1 3 Operasional BPD . 
2 1 3 2 Belanja Bara.ng 'clan Jasa. 

·- ATK 
- Penzzandaan 
- Konsurnsi Rapat 
- dst : .............................. : : 

2 1 4 Operasional RT/ RW I 

2 I 4 2 Belanja Barang clan Jasa 
- ATK 
- Penzzandaan ' 

·_ Konsumsi Rapat I 

- dst ............................... 

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Des a 

2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 
2 2 1 2 Belania Barang dan jasa 

,- U,pah Ker] a ' . - Honor • ' 

- dst .................... 
2 2 1 3 Belania Modal 

- Semen I 

- Material 
- dst ............ 

2 2 2 Penaaspalan .ialan desa 
2 2 2 2 Belariia Baranz dan Jasa : 

- Upah Keria 
-Honor ' ' 
-dst ......................................... 

2 2 2 3 Belanja Modal: ' . 
- Aspal . , 

- Pasir 
: __ dst ............... . ' 

2 2 3 Kegiatan ................................. + ., 
2 3 Bidanz Pembinaan Kernasvarakatan • 

• 

~----------------------·---·-··--·-- ----------------- 



/. 
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DISETUJUI OLEH 
S_ANGA,DI . 

2 3 1 Kegiatan Pernbinaan Ketentraman dan 
Ketertiban 

2 3 1 2 Belania Baranz dan Jasa: 
- Honor Pelatih., 
-Konsumsi 
- Bahan Pelatihan 
:. dst. .............. . ..... 

2 3 2 Kegiatan ......... : ............... 

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
2 4 1 Kegiatan Pelatihan Sangadi clan 

I 

Perangkat 
2 4 1 2 Belania Baranz dan Jasa: 

- Honor pelatih 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan . 
- dst ..................... 

2 4 2 Kegia tan ............ .' ................ I 
I 

2 5 Bidana Tak Terduqa 
2 5 1 · Keziatan Keiadian Luar Biasa 
2 5 1 2 Belanj a Baranz dan .Jasa: 

- Honor tim : 

-Konsumsi 
- Obat-obatan 
- dst ........................ 

2 5 2 Keziatan ........................... 
: : 

JUMLAH BELANJA I 

SURPLUS I DEFISIT 
. 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Peneri.maan Pembiauaari \ 
3 1 1 SILPA I 

I 

3 1 2 Pencairan Dana Cadanzan 
3 1 3 Hasil Kekavaan Desa Yang dipisah kan 

JUMLAH (RP) 

3 2 Penqeluarari Pembiauaari 
3 • 2 1 . 'Pembentukan Dana Cadanzan . 
3 2 2 Penvertaan Modal Desa 

JUMLAH ( RP l 

i. 



'i. 

Cara pengisian : . 
1. Bidang diisi dengan kode r~keninu berdasarkan klasijikasi kelomp'ok belanja 

des a. 
2. Kegiatan diisi deriqari kode rek. 'ti ing. sesuai dengan uruiari kegiatan dalam. 

APBDesa. 
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut 
4. kolom 2 diisi dengan urd.ian berupa rinciari kebutuhari dalam keqiatan. 
5. kolorri 3 diisi dengan volume dapat berupajumlah oranqr baranq. 
6. kolom 4 diisi denqan. harga satuan. yang merupakari besarari untuk: 

membayar orang/ barang · 
7. kolom 5 ·diisi dengan jumlah perkaliari aritara kolom 3 dengan kolom 4. 

· , tanggal . . 

Pelaksana Kegi!tan ., Disetujui/ mengesahkan 
Kepala Desa i_ 

NO. URAIAN VOLUME HAR GA JUMLAH 
SATUAN (Rp.) 

- .. --···- . (Rp.) 
1 2 3 4 5 

; 

JUMLAH (Rp.) 

Rincian Pendanaan 

................ , , . Bi dang 
Kegiatan , 
Waktu Pelaksanaan 

1. 
2. 
3. 

I 

8. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

REN CANA ANG GARAN BIA YA 

DESA KECAMATAN ; .. 
TAHUN ANGGARAN .. • .' .. 



Cara pertqisian: 
1. Bidang diisi berdasarkari klasifikasi kelompok: 
2. Keqiatari diisi sesuai dengari yang ditetapkari dalam APBDesa. 
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut: 
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 
5. · Kolom 3 diisi dengan · uraiari transaksi. 
6. Kolom 4 diisi denganjumlah rupiah yang diterima bendahara. 
7. Kolom 5 diisi denganjumlah rupiah yang diterima dari masyarakat. 
8. Kolom 6 diisi denqasi nomor bukti tratisaksi. 
9. Kolom -7 diisi denganjenis penqeluorori belanja baranq danjasa. 
10. Kolom _8 diisi dengan jenis penqeluarari belanja modal. 
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah. yang dikembalikari kepada bendahara. 
12. Kolom -10 diisi dengan µmlah saldo kas dalam rupiah. 

Pelaksana Kegiatan 

.. 
Desa . 
....... ,Tanggal. . 

egiatan : - Penerimaan (Rp.) Pengeluaran(Rp.) - 
Sal do Jumlah ........ Nomor Belanja No. Tanggal Uraian Dari Swadaya Belanja Pengembalian Kas 

Bendahara Masyarakat Bukti Barang Modal ke Bendahara (Rp.) 
-· . - . .. danJasa 

1 2 3 4 5 6 ·7 8 9 10 . 
Pindahan Jumlah dari . . . 
halaman sebelumnya .. 

. Jumlah - - 
.. 

Total Penerimaan Total Pengeluaran . 
- . Total Pengeluaran + Saldo Kas 

- 

l. Bidang 
2 K 

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
.BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 

DESA : KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN . 

• • 
,, •J 

------------- .. ·----·- ··--·----·-· 
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Peturijuk: pengisian: 
1. Bidanq diisi dengan kode rekeninq berdasarkari klasifikasi kelompok: belanja 

des a. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekeninq sesuai denqari urutari kegiatan dalam 

APBDesa. 
3. Kolom 1 dengan nomor urui. . 
4. Kolorri 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuui rencana kegiatan. 
5. Kolom 3 diisi dengan rindan pagu dana sesuai dengan rencana 'kegiatan. 
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah: anggaran yang telah dibayar 

sebelumnya. \ 
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan uniuk: dibayar. 
8. Kolom 6 diisi dengan ju.mlah perminiaari dana sornpai saat ini .. 
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran. 

......... ····························.····· 

Telah dibayar lunas 
Bendahara 

Setujui untuk dibayarkan 
Kepala Desa 

' ' ····:······················ . 

Pelaksana Kegiatan Te0lah dilakukan verifikasi 
Sekretaris Desa 

i. 

. .. .' ;., tanggal . 

NO. URAIAN PAGU PEN CAI RAN PE:.R,MINTAAN JUMLAH SISA 
ANGGARAN S.D. YG SEKARANG SAMPAI DANA 

LALU SAAT INI 
. (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 

' 
(Rp,) 

' ' 

.. 
JUMLAH . . . . 

Rincian Pendanaan 

· 1. Bid arig • : ~ . 
2. Kegiatan : . 
3. Waktu Pelaksanaan 

DESA KECAMATAN , . 
TAHON ANGGARAN . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) · 

D. FORMAT SURAT PERMINTMN PEMBAYARAN (SPP) 

•. 
.J 



. ' 
. . .. 

·,~ 

/, 

3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
4. Kolotri 2 diisi dengan penerima pembayciran yang ada di bukti belanja 
5. Kolom 3 diisi dengan uraian. keperluari belanja 
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja 
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhari 

Cara penqisian: , , 
1. Bidang · diisi dengan kode rekeninq berdasarkari klasifikasi kelompok: 

belanja desa. , 
2. Kegiatan diisi den'gan kode rekening ~esuai . denqari · urutqn kegiatan 

dalam APBDesa 

. , . 

Pelaksana Kegiatan · •. 

............................ ,tanggal .. 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana 
terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai 
peraturan 'perundang-undangan. , ' 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . 

JUMLAH (Rp.) 
,. 

URA IAN PENERIMA NO. 

4 1 

JUMLAH 
R. 

3 2 

1. Bidang .. 
2. Kegiatan :· . 

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN .. 

E. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA ' . . 

j 
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Cara Penqisian : 
Kolom I diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 3 diisi dengan kode rekeninq penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 5 diisi dengan jumlah. rupiah penerimaan kas 
Kolom 6 diisi denganjumlah rupiah penqeluarari kas 
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi 
Kolom 8 diisi denqari penjumlahan komulati] penqeluarari kas 
Kolom 9 diisi dengan saldo kas. 
Catatan: 
sebelum ditandatangani Sangadi, wajib diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa. 

·······················-··· .... . ····························· ··········· 

MENGETAHUI 
SAN GAD I, 

. . . . . . . . . . . . . . . . , tanggal - .. 
BENDAHARA DESA, 

R . JUMLAH 

7 6 3 1 2 . 8 . 5 4 9 

No. Tgl PENERIMAAN 
(Rp.) 

URAIAN PENGELUARAN 
(Rp.) 

KODE­ 
REKENING 

NO 
BUKT 

I 

SAL DO JUMLAH 
PENGELUARAN 

KOMULATIF 

BUKU KAS UMUM 
DESA • KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . .... 

F. FORMAT PENATAUSAHAAN 
1. Buku Kas Umum 

.• 



·-::--.. 

Cara Penqisian : 
Kolom 1 diisi denqan. nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 
Kolom 2 diisidenqari tanggal penerimaan aiau. penqeiuarari kas penqeluaran. 
Kolom 3 diisi dengan uraian. penerimaan kas atau penqeluaran. 1cas 
Kolom 4 diisi dengan jumlah. rupiah penerimaan kas . 

. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas: 
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara. 

. - ........................... 

. BENDAHARA DESA, 
. 

MENGETAHUI . 
SAN GAD I, 

................ , tanggal . 

. 

No. TAN_GGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO 
(Rp.) (Rp.) (Ro.) 

1 2 3 4 .. 5 
. 

.. . . . . 

. 

JUMLAH - 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 
DESA· KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

2. Buku Kas Pembantu Pajak 

.. , ,, WJ '11 



Cara Penqiszan : 
Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukari dari pengeluaran dengan Bank. 
Kolom. 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. 
Kolom 3 diisi dengan uraiari transaksi pemasukan dan penqeluaran. 
Kolom. 4 diisi dengan bukii transaksi. 
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran. 
Kolom 6 diisi dengan pemasukari jumlah bunqa bank .. 
Kolom 7 diisi dengan penqeluarari jumlah. penarikan. · 
Kolom 8 diisi dengan penqeluaran. jumlah pajak. 

- Kolom 9 diisi dengan penqeluaran. biaya administrasi. 
Kolom 1 0 diisi dengan saldo Bank. 

.................................. ..... . 

- t 1 · - ........... ~., angga . 
BEND.A.HARA DESA, MENGETAHUI 

SANGADI, 

TAN GOAL PEMASUKAN PENGELUARAN 

No. TRAN SAKS 
URAIAN - BUKTI 

SETO RAN BUN GA PENARIKA PAJAK BIA YA SALDO. ·TRANSAKSI TRAN SAKS I BANK N ADMINISTRAS . I (Rp.) (Rp.) (Rp.) {Rp.) I (Rp.) 
2 3 . . - 4 5 . - .. r 8 9 10 1 6 

. . . 
- - 

- 

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI 
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF - 

BULAN 
BANKCABANG 
REK. NO. 

BUKU BANK DESA 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

3. Buku Bank Desa 

. 
' 

., f) . ., 

- 
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G. FORMAT LAPORAN. REALISASI PEI.,AKSANAAN ANGGARAN .: 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA I 

I 

L Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (Semester Pertarna) 

' 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

SEMESTER PERT AMA • PEMERINTAH DESA .............. . 
TAHUN ANGGARA.N ........ · ..... ' . 

K0DE URAIAN JUMLAH JUMLA LEBIH/ KET. 
REKENI ANG GAR H KU RAN 

NG AN REALIS G 
'(Rp.) . ASI (Rp.) • _IBE.) . . ··-. ··--··· ...• . - ... 

1 2 , .. . '3 4 
1 PENDAPATAN 1: 

1 1 Pendaoatari Asli Desai 
1 1 1 Hasil Usaha 
1 1 2 Swadaya, Partisipasi clan . ' 

Gotonz Royong 
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli 

Desa vanz sah 
·• .. 1 2 Pendapatari Transfer 

1 2 1 Dana Desa. 
1 2 2 Bagian dari hasil pajak & . . 

retribusi daerah 
kabuoaten/. kota i 

1 2 3 Alokasi Dana Desa 
, 

1 2 4 Ban tuan Keuangan 
1 2 4 1 Ban tuan Provins! 
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / 

Kota --- --- ··- - 
• 1 3 Pendaoatari Lain -· lain 

1 3 1 Hibah dan .Sumbangan 
dari pihak ketiga yang 
tidak merizikat I 

1 3 2 Lain-lain Pendapatan I I 

Desa vane: sah 

------ 
JUMLAH PENDAPATAN . --- .. ---~-· -~------,.---1- 

2 BELANJA ' 

2 1 Bidang Perigelenqqaraari 
Pernerintahan: Desa 

2 1 1 Penghasilan· Te tap dan 
Tunianaan 

2 1 1 1 Belania Pezawai: 
.; - Penghasilan Te tap 

Sangadi dan Perangkat '. 
: ,1. • - Tunjangan Sangadi dart 

• 
Perangkat 



2 1 2 Operasional Perkantoran 
2 1 2 2 BelanjaBarang dan Jasa 

-Alat Tulis Kantor 
- Benda POS 

• - Pakaian 'Dinas dan 
Atribut 

• t - Pakaian Dinas . 
- Alat dan Bah an 

Kebersihan 
- Perialanan Dinas 
- Pemeliharaan 

. 
• 

- Air, Listrik, dan Telepon 
- Honor 
- dst ....................... 

' 

2 1 2 3 Belania Modal ' 

- Kornputer ' ~ 

- Meia dan Kursi I 

- Mesin TIK ' : . 
- dst .. .' ............... .' ....... , 

i . 
. ' 2 1 ·.3 Operasional BPD 

2 ·1 .3 2 Belania Barang dan Jasa 
~~ - ATK 

- Penzzandaan 
- Konsumsi Ranat • . 
- dst ......................... ' , 

' ' 
' 

2 1 4 Operasiorial RT I, RW 
2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa 

- ATK 
- Penzzandaan 
- Komsumsi Raoat 
- dst ........ : ...................... . 

2 2 Bidang Pelaksanaan 
Pernbanzunan Desa 

2 2 1 Perbaikan Saluran Irizasi ' 
2 2 1 2 Belania Bararig dan iasa 

- Upah Keria 
- Honor 
- dst ......... ; .......... 

2 2 1 3 Belania Modal 
- Semen ; 

- Material 
- dst ............ 

I 

2 2 2 Penzaspalan ialan des a 
;; 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 

i - Upah Keria /. I 

-Honor 

i 



-Aspal 
- Pasir 
- dst · ............... 

l 
2 2 3 Kegiatan ........................ ' : : ...... ... · . - I 

2 3 Bidang Pern binaan 
Kemasvarakatan 

2 3 1 Kegiatan Pembinaan . 
Ke ten tram an dan 
Ketertiban 

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:. 
- Honor Pelatih 
- Konsumsi 

I - Bahan Pelatthan 
-dst. ................ : ... 

• ' . . 
2 3 2 Kegiatan ......................... 

2 4 Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat . . . . 
Kegiatan Pelatihan 2 4 1 
Sangadi dan Perangkat ~- 2 4 .1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: ' 

- Honor pelatih 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ................... ,. ' 

I . . , 
2 4 2 Kegiatan ........................ 

..... 

2 5 Bidanq Tak Terduqa . . 
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar 

Biasa . 
2 5 1 2 Belanja Barang dan . . 

Jasa: . 
' . . 

-Honor Tim ' ' 

-Konsumsi 
- obat-obatan I 

- dst .......... · .............. 

2 5 2 Kegiatan ... : ................. 

JUMLAH BELANJA 

;; SURPLUS/ DEFISIT . 
3 PEMBIAYAA,N 

i 3 1 Penerimaan. Pembiauaari /. 
3 1 1 SILPA 



' I 

.. 

. TIO 
( ) 

DISETUJUI OLEH 
SANGAOI . 

3 1 3 Hasil Kekayaan Desa 
Yang dipisahkan 
JUMLAH .( RP) 

3 2 Penqeluarari Pembiauaari 
3 2 1 Pernbentukan-Dana 

Cadangan 
3 2 2 Penvertaan Modal Desa 

JUMLAH (RP) 

i 



I 
I 

KODE URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH/ KET 
REKENI ANGGARAN REALI SAS I KURAN 

NG (Rp.). (Rp.). G 
.. (Rp.) 

I 1 2 3 4 
I 
j PINDAHAN SALDO 
; (SEMESTER PERTAMA) · ' 

i 1 PENDAPATAN 
I 1 1 Pendapatari Asli Desa I 
I 1 1 1 Hasil Usaha i 
i 1 1 2 Swadaya, Partisipasi 
I dan Gotong Royong 

•• 1 1 3 Lain-lain Pendapatan 
Asli Desa yang sah 

• - 1 2 · Pendapatari Transfer 
1 2 1 Dana Desa 
1 2 2 Bagian dari hasil pajak & 1 ' retribusi daerah : ·. I 

I 

kabuoaterr/ kota 
l 2 3 Alokasi Dana Desa 
1 2 4 Ban tuan Keuangan 
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / 

Kota ' 

' 1 3 Pendapatari Lain lain 
1 3 1 Hibah dan Sumbangan 

dari pihak ketiga yang 
tidak merigikat 

1 3 ,2 \. Lain-lain Pendapatan 
• Desa vang sah · • 

JUMLAH PENDAPATAN 

2 BELANJA I 

·2 1 Bidang Penyelenggaraan 
Petneriniahari Desa 

' 2 1 1 Penghasilan Tetap dan 
~ Tunianaan I 

2 1 1 1 Belania Pegawai: ' ! ' 
- Penghasilan Te tap ' I ; I 

Sangadi dan Perangkat _/, 

'l',,nionm:in ~~n~~rli dan • I 
I 

LAPORAN REALISASI 'PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN,, .. 
: BELANJA DESA · 
SEMESTER AKHIR TAHUN 

PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN .. 

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (Semester Akhir Tahun) 

, I 



- Tunjangan BPD : 

2 1 2 Operasicnal Perkantoran : 

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa . • 
- Alat Tulis Kan tor • 

' 
- Benda POS I 

- Pakaian Dinas dan: ' ' 

Atribut I 

- Pakaian Dinas 
- Alat dan Bahan 

Keberaihan 
- Perialanan Dinas I 

- Perneliharaan 
- Air, Listrik, dan 

Telepon l 
- Honor ' I 

- dst ........ · ............... 
' 

2 . 1 2 3 Belanja Modal .. 

- Kornputer 
- Meja dan Kursi 
- Mesin TIK 

9. - dst .......................... 

.. . 2 1 3 Operasional BPD 
2 1 3 2 Belania Baranz dan Jasa 

- ATK 
- Penzzandaan 
- Konsumsi Raoat 
- dst. .......................... · 

2 1 4 Ooerasional RT I RW 
2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa 

I 

- ATK 
- Penzzadaan 
• Konsurnsi Rapat 
- dst 

............................... 

2 2 Bidang Pelaksanaan '. 

Pembangunan Desa ·• 
I 

2 2 1 . Perbaikan Saluran Irigasi 
2 2 1 2 Belania Baranz dan jasa 

- Upah Kerja ' 
- Honor 
- dst ................... ·. 

2 2 1 3 Belania ·Modal 
- Semen 
- Material 
- dst ............ 

• • 

2 2 2 Penzaspalan jalan desa 
~ 2, 2'2 ~ Belanja Barang dan Jasa /~ • • ' i 

.. ., 

' ' 



- dst .............................. I 
j I 

........... 
' - 

2 2 2 3 Belanja Modal: 
-Aspal ' 

- Pasir 
-dst ............... 

. 
2 2 3 Kegiaran ..... , .... ·';;· .... , ..... . ......... ' 

2 3 Bidang Pernbinaan 
Kemasyaraka tan 

2 3 1 Kegiatan Pem binaan 
Ketentraman dan . 
Ketertiban • . 

2 3 1 2 Belanja Barang dan 
. . . I ' 

' Jasa: I 

- Honor Pelatih · 
-Konsumsi I 

- Bahan Pelatihan 
- dst ..................... 

:- ~ 2 3 2 Kegiatan ... · .... _ ............... 

2 4 Bidang Pernberdayaan I 

'- 
Masvarakat 

2 4 1 Kegiatan P.elatihan 
Sangadi dan Perangkat 

2 4 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Honor pelatih 
-Konsumsi 
- Bahan pelatihan ' 

- dst ..................... 

' 2 4 2 Keziatan .................... 

2 5 Bidana Tak Terduaa 
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar 

Bias a 
2 5 1 2 Belanja Barang dan 

.Jasa: 
• Honor Tim 
- Konsumsi 
.:. Obat-obatan 
- dst ......... .' .............. 

' 2 5 2 Kegiatan ..................... 
I 

' I 
;; J.UMLAH BELANJA 1 : 

I ·• . l 
I /, ., SURPLUS I DEFISIT 

I 
.. 

- -- ... •-"' 111., r A a...,,,. 



,J, \,- 

.- ' 

.~ 

'PTD 
(. J, ••••• ; .- •••••• v- ••••••••••••••••••• ") 

DISETUJUI O°LEH 
SANGADI .. 

3 1 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana 

Cadangan 
3 ,1 3 Hasil Kekayaan Desa ' 

Yang dipisahkan 
• , JUMLAH ( RP ) ' 

• 
3 2 Penqeluarari 

Pembiauaan 
3 2 1 Pembentukan Dana . 

' Cadanzan 
3 2 2 Penvertaan Modal Desa ' 

JUMLAH (RP) 

____ ,, ---- ---------------------, 



1. Undang-Undang Nomor 29 : Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lernbaran Negara Republik, Indonesia Tahun 1959 
Norn or 7 4, Tam bahan • Lem baran Negara Repu blik 
Indonesia. Nomor 1~22)r '· : 

2. Undang-Undang Nornor '17· Tahun · 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara · Republik . . 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7; . Tarnbahan 
Lernbaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, . Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435.5); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun . 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undana-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) 
Peraturan Bupati Bolaarig Mongondow Nomor 
Tah un 2015 ten tang Ped ornan Pengelolaan Keuangan 
Desa, perlu rnenetapkan Rancangan Peraturan Desa 
tentang I..aporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan Anggarart Pendapatan dan Belanja Desa 
( Nama desa) Tahun Anggaran ; 

SAN GAD I (Narna' Desa), 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Merigingat 

Menirnbang 

• 
LAPORAN PERTANGGUNJAWABAN REALISASI PELAKSANMN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DE:SA 
TAHUN ANGGARAN .. 

TENT ANG 

SANGADI (Nama desa) 
KABUPATEN BqLAANG MONGONDOW 

RANCANGAN PERATURAN DESA (Nama desa) 
NOMOR ... TAHUN 2015 • 

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
APBDESA 

•. 



) 
/ 

. 
14. Peraturan 'Menteri Desa dan Percepatan Daerah 

Tertinzzal Nomor 21 Tahun 2015 ten tang Penetapan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 . . . 
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahu0n 2014 
Nomor 7,(Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahtm 201°4 teritang 
Pernerintahan Daerah . [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang _-Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas · Undang-Un~ang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

I 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 213, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Jndcnesia 
Nomor 5539); . 

10. Peraturan Pemerintah Nornor' 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia · Tahun 2014 Nomor 168, 

· Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558); 

r 1. Peraturan Menteri Dalarri Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah • . (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 
32); . ' 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedornan Teknis Pereturan di Desa 
.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 2091); 

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tah~n ~O 14 Nomor 
2093); 

•• 



. 
. /, Rp • . 

' rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa . 

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

~NCANGAN PERATURAN DESA (Nama desa) 
TENTANG LAPORAN .PERTANGGUNGJAWABAN 
REALI SAS I PELAKSANMN ANG GARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA • (Nama desa) TAHUN ANGGARAN 
20 ........ MENJADI PERATURAN. DESA (Nama 
desa) TENT ANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN ANOGARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Nama desa) 
TAHUN ANGGA~N 20 ........ (diakhiri tanda titik) 

·, Pasal 1 

Me netapkan 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Kesepakatan Bersama 
SADAN PERMUSYAWARATAN'DESA (Narna desa) 

dan · 
SANGADI {Nama desa) 

15. Peraturan Menteri .Keuangan Nomor 
247 /PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pernantauan dan Evaluasi 

' Dana Desa; 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Nornor 24 Tahun 2014 tentang ·standarisasi Harga 
Harang dan Jasa Pemerintah Kabupateri Bolaang 
Mongondow Tahun Anggaran 2016); 

17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor .... 
Tahun '2016 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Perietapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di 
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016; 

18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 
Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran TunJangari 
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
yan~ bersumbe_r:-· dari Alokasi Dana Desa Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang 
Mo17-gondow Tahun 2016; 

19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor .... 
Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi 
Dana Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 
2016; 

20. Peraturan Bupati Bolaang. Mongondow Nomor ... 
Tahun 2016 tentang . Pedoman Pengelclaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bolaang 
Morigondow Tahun 2016 Nomor .... ) 

I 



Cata tan: 

( .... tan pa gelar dan pangkat] 

Ditetapkan di (Nama desa) 
pada tanggal . 
SANGADl(Nama desa), 

masuk ke desa. 
Pasal3 

Lampiran-lampiran sebagairnana dimaksud dalarn .Pasal 2 merupakan · 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal4 
Peraturan Desa ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, mernerintahkan ·. pengundangan 

I 

Peraturan · Desa mi dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh 

Sekretaris Desa, 

1. Lampiran I : · Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Tahun Anggaran ...... .: .. ; 
2. Lampiran II : Laporan Kekayaari Milik Desa Sampai Dengan 31 

Desember 20... . . 
3. Lampiran III.: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang 

· Pasal2 
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

I 
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercanturn dalarn 

Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari: 

--------- --------- 

Rp .. 

Rp .. 

Rp . 

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pemb~aya.an 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan ( a - b ) 

========= 

Rp . 

Rp · . 

Rp . 

Rp : . 

Rp . 

Rp · . 

b. Bidang Pembangunan 

c. Bidang Pembinaan Kernasyarakatan . . • d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ', . ,· . 
e. Bidang Tak Terduga 

Jumlah Belanja 

Surplus/ Defisit 



KODE URAIAN ANG GARAN REALI SA SI LEBIH/ KET 
REKENING KURANG 

• (Rp) (Rp) (Rp) 
1 2 

. 
3 4 5 6 ' . 

I I PENDAPATAN . . 
' 

I 1 Pendapatari Asli Desa 
I 1 I Hasil Usaha I 

I 1 2 Swadaya, Partisipasi 
dan Gotong Royong 

1 3 Lain-lain Pendapatan 
Asli Desa yang sah 

2 
1 2 Pendapatan Transfer 
1 2 1 Dana Desa 
1 2 2· Bagian dari hasil paj ak ' 

dan retribusi daerah 
kabupateri / kota 

1 '2 .3 Alokasi Dana Desa 
1 2 4 Ban tuan Keuanzan 
1 2 4 1 Ban tuan Provinsi 
1 4 2 Bantuan Kabupaten / 

Kota 
3 

1 3 Pendapatari Lain lain 
1 3 1 Hibah dan Sumbangan 

dari pihak ketiga yang 
tidak menzikat 

1 2 Lain-lain Pendapatan I 

Desa yang sah 

JUMLAH PENDAPATAN 

2 1 BELANJA 
2 1 Bidang penyelenggaraan 

Pemeriritahari Desa 
2 1 1 Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan 
2 1 I Belanja Pezawai: 

- Penghasilan Tetap : : 

Sangadi dan ·. 
I 

Perangkat 

- Tunjangan Sangadi 
dan Perangkat ' 

i 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN\APBDesa . . . ' 
PEMERINTAH DESA .t : .' . 

TAHUN ANGGARAN .. .' ,:········ 

LAMPTRAN I PERATURAN DESA 
NO MOR TAHUN 20 ..... 
TANGGAL 
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALiSASI 

PELAKSANAAN APBDesa TAHBN ANGGARAN .. .' ... 



2 1 2 Operasional 
Perkantoran 

2 I 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa 

. - AlatTulis Kantor . 
• . - Benda POS • 

- Pakaian Dinas dan 
Atribut 

- Pakaian Dinas . 
- Alat dan Bahan 

Kebersihan 
- Perjalanan Dinas · 
- Pemeliharaan 

•. - Air, Listrik, dan . 
Telepon 

- Honor ' 
- dst. ................... · ... . . 

1 I . . 
2 2 3 Belanja Modal I 

- Komputer 
- Meja dan Kursi : 
- Mesin TlK 
- dst .......................... 

1 • . 
2 1 3 Operasional BPD • . 
2 3 2 Belanja Barang dan . I 

' 
Jasa . 
- ATK 
- Penzzandaan 
- Konsurnsi Rapat 
- dst ......................... 

1 
2 1 4 Operasional RT I RW 
2 4 2 Belanja Barang dan 

Jasa 
- ATK 
- Perizzadaan . 
- Komsumsi Rapat 
- dst ....... : .......... · ........ 

2 
2 2 Bidang Pelaksanaan 

~ Pembangunan Desa 
2 2 1 °' Perbaikan Saluran I 

Jriaasl 
2 1 2 Belania Barang dan jasa 

- Upah Keria 
- Honor 

2 - dst., .................. 
2 1 3 Belania Modal ' 

- Semen 
- Material. 
- dst ............ 

2 

s 



/. 

2 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa: 
- Upah Keria 
- Honor : ' : 

2 - dst ............................ I 

... 
2 2 ·3 Belanja Modal: 

-Aspal ' 

- Pasir 
- dst ., ............. 

2 
2 3 Kegiatan ..................... ' 

3 
2 3 Bidang Perhbinaan 

Kemasyarakatan 
2 3 1 t Kegiatan Pembinaan 

Ketentraman dan 
Ketertiban 

2 1 2 Belanja Barang dan 
Jasa: . . 
- Honor Pelatih 
-Konsumsi .,. .. 
- Bahan Pelatihan 
- dst. .................... ' ... 3· 

2· 2 Kegiatan ..................... • .... 
4 

2 4 Bidang Pernberdayaan ~ Masvarakat ' ' 
2 4 1 Kegiatan Pelatihan 

Sangadi dan Peranakat 
2 1 2 Belanja Barang dan 

Jasa: 
- Honor pelatih 
-Konsumsi • . . 
- Bahan pelatihan • . 
- dst ................ .- .... . ' . 

4 . 
2 2 Kegiatan ..................... 

....... 
5 

2 5 Bidana Tak Terduqa 
2 5 1 Kegiatan K7jadian Luar 

Biasa 
2 1 2 Belanja Barang dan 

Jasa: 
- Honor.tim 

~ - Konsumsi 
- Obat-obatan 
-dst ........................ 

) 
5 I 

2 2 Kegiatan ..................... 
--- --- ---· 



r /1 

TANGGAL . 
TI'D 

(SANGADI ...... ; ....... ) 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS I DEFISIT 
' 

3 1 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaari Pembiauaari 
3 1 .1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana 

Cadangaq 
3 3 Hasil Kekayaan Desa 

Yang dioisahkan .. 
i JUMLAH (RP) ,, 

2 
3 2 Pengeluaran 

. Pembiauaari ' 
3 2 1 Pembentukan Dana ·. 

I l .. 
Cadangan 

3 2 Penvertaan Modal Desa I 

JUMLAH (RP) 
' 

·- '-· - 
..... 



/, 
TANGGAL . 

TTD ' . l 
,sANGADI .: ........ , .... ) 

URAIAN TAHUN N TAHUN N-1 
{Tahun Periode (Tahun .. 

Pela po ran) Sebelumnya) 
r. ASET DESA 

A. ASET LANCAR 
1. Kas Desa ' a. Uang kas di Bendahara Desa 

b. Rekening Kas Desa . 
2. Piutang 

a. Piutang Sewa Tanah 
b. Piutang Sewa Gedung 
c. dst ...... 

3. Persediaan 
a . Kertas Segel 
b. Materai 
c. dst ...... 

JUMLAH ASET LANCAR : 
·. 

I I 

8. ASET TIDAK LANCAR 
1. Investasi Perrnanen 

- Penyertaan · Modal Pemerintah 
Des a 

2. Aset Tetap 
Tanah ' - 

- Peralatan dan Mesin 
- Gedung dan bangunan ' 

- Jalan, Jaringan, dan Instalasi 
I 

- dst ....... 

3. Dana Cadangan ' • . - Dana Cadangan • 
4. Aset tidak lancar Lainnya 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR . 
JUMLAH ASET (A+ B) 

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
cJUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK, 

JUMLAH KEKAYMN BERSIH( I - II) ' 

I . 

LAPO.RAN KEKAYMN MILIK DESA 
SAM PAI DENG AN 31 DES EMBER 20 ... 

LAMPIRAN II PERATURAN DESA 
NOMOR TAHUN 20 ... 
TANGGAL 
TENTANG :LAPORAN . PERTANGGUNGJAWABAN RitALISASI 

PELAKSANAAN APBDesa TAHUN ANGGARAN .. '. 

, 

.... 



·I 

Catatan : 
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada 
pembiayaan tidak dibuka peluang urituk pinjaman. 

' 1. Aset desa adalah barang milik: desa yang berasal dari kekayaan asli 
desa, dibeli atau diperoleh atas 'beban 'Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa atau perolehari hak: lainruja yang sah. 

2. Uang kas adalah uang milik: Pemeriruari Deso; baik yang disimpari di 
Bendahara Desa maupun di rekeninq kas desa. 

3. Piutang Des a adalah tagihan ucing des a kepada pihak yang mengelola 
kekayaan desa, antara lain berupa tanah, qedunq yang diharapkari 
akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 [saiu} tahun anggaran sejak 
ditetapkannya kerjasama tersebut. · · 

4. Persediaari adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah 
desa yang dinilai dengan uang baik berupa: uang kertas maupun 
surat berharga dalarri · periode normal, aniara lain kertas seqel, 
materai, deposito, giro. 

5. Aset Desa tidak: lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa 
dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dart mesin, 
gedung dan banqunan, jalan, jaringan dan iristalasi. 

6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk: menampung 
kebutuhan yang memerlukari dana yang relatif besar yang tidak: dapat 
dipenuhi dalam satu tahuri anggaran. · 

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh 
Pemeriniah. · ' 

8. Kekayaan bersiii adalaii selisih antara aset dan kewajiban pemerintah 
des a. 

Penjelasan tabel: 

' . 

... 



' j, 

( ) 

tanggal, .. 
SANGADI.. .. 

No. Jenis Lokasi Rincian Volume: Satuan Sumber Jumlah 
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dana (Ro) 

• 
' . . I 

' 

' 
I 

Sub Total Jenis 
Keziatan ( 1) Rp . 

. 
; 

\ 
' 

Sub Total Jenis 
Keaiatari (2) Ro. 

Sub Total Jenis 
Kcziatan (3) Ro. 

' 

Sub Total (4) Rp. 
Total (1 s/ d 4) Rp. 

.... 

Tanggal 
Desa 
Kecamatan 
Kabupate1; 

' PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA 

LAMPI RAN III PERATURAN DESA ..... 
NOMOR TAHUN 20 ... 
TANGGAL 
TENTANG -: LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANMN 

· APBDesa TAHUN ANGGARAN ... 

.. 
• 



. ' ./, 

Cntntan: 
- Pengajuan sesuai bukti pertanggungiawaban yang adu 
• Kud.: n:k~ning y1mg tidak diajukan tid11k perlu dic11111umk11ri 
- Curu pengisiannya menggunakan buku RlNCIAN BEL.AN.IA PELAKSANA K~GIATAN 
- Saal pengajuun dilurnpirkan Sl'P scbelumnya • · 

( ) ( ) 

lk111h1ham Kcpula Desa, 

Tclah dihuyar lunas 

,( ) ( ' ) 

t.olnk J , . 
l'claksm1d Kcgiatan Tcluh dilakukan veri likasi 

Sckrctaris Dcxa 

N Kode PAGU PEN CAI RAN PERMJNTM JUMLAH SISA DANA 
URAIAN i\NGGA N SAM PAI 0 Rekening RAN S.D YG LALU SEKARANG· SMTINI 

.. (Re) (Rp) (RP) (Rol (~----·· (Re) 
I -- 

---- >-- - --·-·- .. ---- ---·-··· -·· .. --······--·- 
JUMLAH ---·-- .. ··- ..... ·······-·· . --·--- 

Rinciap Pendanaan · 

I. IJidang .. 
2. Kcgialan .. 
J. waktu Pclaksanaan : .. 

SURAT PERMINTAAN PEMBA YARAN (SPI') 
DESI\ KEC/\Mi\TAN . 

TA HUN ANGGARAN . 

LAMPIRJ\N [11 PERATURAN BUPATI BOLAANG MOGONDOW 
NOMOR : TAHUN 2017 
TANGGAL: 
TENTANG: PEDOMAN PENGELOLMN KEUANG/\N DESA 

j 



Kode Rekening Pcndapatan dan Belanja 

I . ' I PENDAPATAN 
I l Pendapatan Asli Dcsa 
I I I I Hasil Usaha - I 

I I 2 Swadaya, Partisipasi 
I I 3 Lain-lain Pendanatan Asli Desa vans sah 

I 2 Pandapatao Transfer 
I 2 I Baaian dari basil pajak & retribusi dacrah kabupaten/kota 
I 2 2 Alokasi Dana Desa 
I 2 3 Bantuan Keuansan 
I 2 -I Bantuan Provinsi 
I 2. 5 Bantuan Kabupaten/Kota - 

1 3 . Pcndapatan Lain-Lain 
I 3 I Hibah dan Sumbansan dari pihak kctisa vans tidak "meugikat 
I :, 2 Lain-lain Peudapatan Desa vang sah . .. 
2 ,Bclanja 
2 Bclanja Peaawai 
2 I I Penshasilan Kepala Desa dan Peranskat 
2 I 2 Tunjangan Keoala Desa dan Peranakat 
2 I 3 T unjangan BPD 

2 2 Belania Ba rang 
2 2 I Upah Kerja 
2 2 2 Honor 
2 2 3 Alat Tulis Kantor 

I 
I 

Kesiatan Kejadian Luar Biasa 5 
Bi<la.tt!! Tak Terdusa 5 

Ke2.iatan _ :. 
Ke2iatru1 Pelatihan Ke ala Desa dau' Peranskat 

"Bidans Pemberdavaan Kemasvarakatan 

Keaiatan _ , 
Keaiatan Pembinaan Keteutraman dan Ketertiban 
Bidaug Pembi.naan Kemasvarakatan - 

Pen!WS alan ialan Desa 
Perbaikan Saluran Irisasi 
Bidauz Pelaksanaan Perubanzunau 

Operasional-RT/RW 
0 oerasional BPD 
0 zrasional Perkautoran 
Pcmbavaran Penehasilan Tera dan Tunjausan 

Kodc Rekenin 
i 

Bi dang 
I 

I ! I 
1 2 
l 3 
I 4 

2 
2 l 
2 2 
2 3 

3 
3 I 
3 2 

4 

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR TAHUN:::!017 
TANGGAL 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

... 



2 2 4 Benda Pos 
2 2 5 Pakaian Dinas clan Atribut 
2 2 6 Pakaian Dinas 
2 ,2 7 . Alat dan Bahan Kebersihan 
2 2 8 Perialanan Dinas 
2 2 9 Perneliharaan 
2 .. 2 10 Air, Listrik, dan T eleoon 
2 2 II Pen!!l?andaan 
2 2 12 Komsumsi Rapat - 
2 2 l3 Bahan Pclatihan 
z 2 14 Obat-obatan 

Sewa - 
- - 

2 3 Belania Modal 
2 3 I Komputer 
2 3 2 Meja dan Kursi 
2 ~ 3 Mesin TIK _, 
2 3 4 Semen 
2 3 5 Material 
2 3 6 Aspal 
2 3 7 Pasir - 
2 3 8 Dst ............................ 

J PEMBlA Y AAN'- 
3 I Penerimaan Pembiavaan 
3 I l SILPA ·- 
3 I 2 Pencairau Dana Cadanaan · 
3 I 3 Hasil Kekavaan Desa Yang dipisahkan 

3 2 Penaeluaran Pembiavaan 
3 I I Pembentukan Dan~. Cadangan 
3 I 2 Penvertaan Modal Dcsa 

'-'·~· .. , 

"»; 

. "' . ·• 
----- 


